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Deformitas sangat mungkin dialami oleh pasien kusta. Hal ini mampu memicu 

interseksionalitas yang bermuara pada kondisi kerentanan. Intervensi 

terhadap pasien baru diharapkan jangan terlambat, 

karena ini tentang martabat.
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Sambutan

Jakarta, 14 Januari 2023 

Direktur Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

DIREKTUR JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya 

sehingga Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kusta tahun 2023-2027 ini dapat selesai tersusun.

Kusta merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, basil tahan 

asam yang menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran nafas atas dan mata. Penyakit ini merupakan 

salah satu penyakit yang tergolong dalam kelompok penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical 

Diseases) dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dari segala aspek. Menurut The Global 

Health Observatory WHO (2021), Brazil, India dan Indonesia menjadi tiga negara penyumbang 74% 

jumlah kasus baru di dunia.

Di Indonesia, meskipun kusta telah mencapai eliminasi secara nasional (dengan prevalensi <1 per 

10.000 penduduk), tetapi data tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat 6 (enam) provinsi 

dan 98 (sembilan puluh delapan) kabupaten/kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Upaya 

eliminasi kusta di Indonesia telah termuat dalam dokumen kebijakan dan dokumen rencana 

strategis nasional, yaitu Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan RPJMN Kesehatan 2020-

2024, sebagai salah satu indikator penanganan penyakit tropis terabaikan. Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta juga telah menjabarkan strategi 

nasional dalam penanggulangan kusta. Akan tetapi, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam 

pencegahan dan pengendalian kusta. Oleh karenanya, diperlukan sebuah Rencana Aksi Nasional 

untuk menanggulanginya secara terencana. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi 

Nasional Eliminasi Kusta tahun 2023-2027. Semoga strategi dan program pencegahan dan 

pengendalian penyakit kusta dalam dokumen ini dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat 

nasional maupun daerah.
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Jakarta, 15 Januari 2023

Direktur 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, 

 

 

 

dr. Imran Pambudi, MPHM

Pengantar
DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Kusta sebagai salah satu penyakit tropis terabaikan, masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Sekitar 200.000 kasus baru 

dilaporkan setiap tahunnya, meskipun telah tersedia terapi kombinasi obat (multidrug therapy). Kusta dapat menyebabkan 

disabilitas apabila terlambat memperoleh tatalaksana yang tepat. Hal ini berakibat menurunnya kemampuan individu 

dalam menjalani kehidupan, pendidikan dan produktivitas ekonomi. Stigma dan diskriminasi juga masih menjadi 

permasalahan utama pada kusta. 

The Global Leprosy Strategy 2021-2030 menjelaskan perubahan definisi operasional status eliminasi kusta, yaitu dari angka 

prevalensi <1/10.000 penduduk menjadi tidak ada (nol) kasus (Zero Leprosy). Indikator ini tidak berdiri sendiri, namun 

menyatu dalam pencapaiannya: Zero Leprosy, Zero Disability dan Zero Stigma. Pemerintah Indonesia dan global mempunyai 

tujuan yang sejalan untuk menuntaskan penyakit ini dengan melaksanakan program eliminasi kusta. 

Indonesia telah mencapai tingkat prevalensi kusta <1/10.000 penduduk sejak tahun 2000 dan angka ini bertahan hingga 

tahun 2022 (per 6 Januari 2023) dengan prevalensi 0,56 per 10.000 penduduk. Namun demikian, case detection rate (CDR) 

kusta cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 (per 6 Januari 2023) CDR mencapai 3,19 per 100.000 

penduduk. Indikator lain yang masih menjadi tantangan di kusta adalah proporsi kasus anak diantara kasus baru (10,23%) 

dan proporsi disabilitas kusta tingkat 2 diantara kasus baru sebesar 5,89%. 

Dalam rangka percepatan eliminasi kusta di Indonesia, diperlukan dokumen Rencana Aksi Nasional yang dapat menguatkan 

kolaborasi antar sektor untuk kegiatan pengendalian kusta di semua tingkatan untuk mewujudkan empat pilar menuju 

Zero Leprosy: (1) Mengimplementasikan peta jalan zero leprosy yang  terintegrasi; (2) Meningkatkan kegiatan  pencegahan 

kusta secara terintegrasi dengan deteksi kasus aktif; (3) Menangani penyakit kusta dan komplikasinya serta mencegah  

kecacatan baru; dan (4) Memerangi stigma dan  memastikan hak asasi manusia dihormati.

Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, 

dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan Yayasan NLR Indonesia dengan dukungan WHO telah menyusun dokumen 

Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kusta 2023-2027. Dokumen ini akan menjadi panduan nasional untuk merumuskan dan 

mengimplementasikan strategi dan program yang efektif di tingkat nasional dan  daerah. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan 

dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pada masa mendatang sangat diharapkan.
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Kami masih memiliki cinta dan kasih sayang. Kondisi fisik tidak menandakan bahwa 
orang yang pernah mengalami kusta pantas untuk dijauhi. Kusta bukan penyakit 

turunan. Kami bisa sembuh dan hidup dalam bahagia dalam keluarga.
Rani - Forum Komunikasi Difabel, Cirebon
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turunan. Kami bisa sembuh dan hidup dalam bahagia dalam keluarga.

PENDAHULUAN

BAB 1.

Gejala awal kusta adalah bercak putih  atau kemerahan yang kurang rasa. 

Gejala ini sering diabaikan oleh masyarakat karena masih minimnya 

informasi yang benar tentang kusta.

NLR Indonesia
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1.1. Relevansi Global 

Kusta, sebuah penyakit tropis terabaikan, masih menjadi masalah kesehatan di dunia. 

Sekitar 200.000 kasus baru masih dilaporkan setiap tahunnya meskipun telah tersedia 

terapi kombinasi obat (MDT) (Hakcer et al., 2021). Sekitar 7% dari 200.000 kasus kusta baru 

mengalami disabilitas tingkat dua, yaitu disabilitas yang tampak. 

India, Brasil, dan Indonesia adalah tiga negara penyumbang 74% dari total jumlah kasus 

baru di dunia pada tahun 2021. Meskipun jumlah kasus cenderung menurun dari tahun ke 

tahun, angka insidensi kusta di beberapa negara masih stagnan. Tahun 2019, dilaporkan 

sebanyak 202.189 kasus baru di seluruh dunia. Penemuan kasus ini menurun 27,7% 

karena pandemi COVID-19. Jumlah kasus baru pada tahun 2022 hanya mencapai 140.594 

di seluruh dunia (WHO, 2022).

Kusta biasanya tidak mengakibatkan kematian, tetapi dapat menghambat kemampuan 

individu dalam menjalani hidup, mengikuti pendidikan dan meningkatkan produktivitas 

ekonomi karena disabilitas sebagai akibat keterlambatan tatalaksana. Kusta juga 

menyebabkan stigmatisasi dan ketidakadilan sosial yang mengarah pada penurunan 

kualitas hidup (quality of life) dan fungsi sosial. Perubahan fisik dan diskriminasi 

menyebabkan penderita kusta sulit mencari pekerjaan dan kehilangan pendapatan 

(Xiong et al., 2017). Penderita kusta juga akan mengalami penurunan usia produktif yang 

berkualitas dalam bekerja. Kasus di India menunjukkan bahwa rata-rata penderita kusta 

akan mengalami penurunan usia produktif dalam bekerja sampai dengan 41,4% (Rao et 

al., 2013). Selain itu, penderita kusta sering mendapat tekanan sosial, emosional, dan 

psikologis, sehingga menurunkan kualitas hidup mereka (Rahman et al., 2022; Barcelos 

et al., 2021). Kelainan fisik akibat reaksi, deformitas, dan kecacatan juga mempengaruhi 

kualitas hidup penderita kusta (Das et al., 2020). 

PENDAHULUAN

BAB 1.
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Sebagai bentuk komitmen global dalam peta jalan pengendalian kusta, WHO telah 

merumuskan The Global Leprosy Strategy 2021-2030, sejalan dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Inisiatif global zero leprosy dalam 

upaya pengendalian kusta terdiri atas empat pilar, yaitu: 

1. Menerapkan peta jalan zero leprosy di semua negara endemik secara terintegrasi; 

2. Meningkatkan pencegahan dan penemuan kasus secara aktif yang terintegrasi; 

3. Tatalaksana kusta dan komplikasinya serta mencegah kecacatan baru; dan 

4. Memerangi stigma dan menghormati hak asasi penderita.

Implementasi keempat pilar tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target 

SDGs pada tahun 2030. Walaupun WHO telah mengembangkan rencana aksi global untuk 

pencegahan dan pengendalian kusta, tetapi konteks, prioritas, dan sistem kesehatan 

berbeda di setiap negara. Selain itu, setiap pilar memiliki tantangan yang berbeda, 

seperti keterlambatan dalam deteksi dan pengobatan karena perlakuan diskriminatif di 

lingkungan sosialnya (Pescarini et al., 2018). Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap 

negara untuk menyusun rencana aksi dan target sesuai dengan kondisi epidemiologi dan 

beban penyakit kusta. 

Selain The Global Leprosy Strategy 2021-2030, WHO telah pula menyusun dokumen 

peta jalan untuk penyakit tropis terabaikan (PTT), berjudul Ending the neglect to attain 

the Sustainable Development Goals: A road map for neglected tropical diseases 2021-2030. 

Targetnya adalah menurunkan 90% jumlah orang yang membutuhkan pengobatan 

penyakit tropis terabaikan; 100 negara telah menghilangkan setidaknya satu penyakit 

tropis terabaikan, membasmi dua penyakit, dan mengurangi sebesar 75% DALYs akibat 

penyakit tropis terabaikan. 

Untuk mencapai target tersebut dikembangkan tiga pilar utama kegiatan lintas sektoral. 

Pertama, mempercepat upaya mengurangi insiden, prevalensi, disabilitas, dan kematian 

akibat PTT melalui metode ilmiah misalnya penelitian dan teknik diagnosis. Kedua, 

mengintensifkan pendekatan lintas sektoral dalam konteks cakupan kesehatan universal, 

dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan PTT, misalnya air 

bersih dan sanitasi. Ketiga, memfasilitasi kemandirian negara-negara mengelola PTT di 

negaranya. 

1.2. Relevansi Nasional

Di Indonesia, kusta telah mencapai eliminasi secara nasional (dengan kriteria prevalensi 

<1 kasus per 10.000 penduduk). Namun demikian masih terdapat enam provinsi yang 

endemis kusta dan 98 kabupaten/kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Pada 

tahun 2019, dilaporkan 17.439 kasus kusta baru dengan proporsi kasus anak sebanyak 
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11,52%. Pada tahun 2022, jumlah kasus kusta yang dilaporkan sebanyak 15.298 baru 

dengan proporsi kasus anak sebanyak 10.23%. Meskipun demikian, jumlah kasus baru 

tidak mengalami penurunan bermakna dalam 15 tahun terakhir (Budiawan et al., 2020; 

Kemenkes, 2022a). 

 

Upaya eliminasi kusta di Indonesia telah termuat dalam dokumen kebijakan dan dokumen 

rencana strategis. Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kesehatan 2020-2024 memasukkan 

eliminasi kusta di tingkat kabupaten sebagai salah satu indikator penanganan penyakit 

tropis terabaikan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2019 mengenai 

Penanggulangan Kusta telah mengatur kegiatan utama penanggulangan kusta. Akan 

tetapi, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pencegahan dan pengendalian 

kusta, seperti deteksi dini yang terbatas, pengobatan yang kurang efektif, kurangnya 

pemahaman, dan stigmatisasi pada penderita kusta. Stigma menyebabkan keterlambatan 

deteksi kasus dan pengobatan, sehingga penularan kusta terus berlangsung di masyarakat. 

Sekitar 50% penderita kusta bahkan juga mengalami depresi, gangguan kecemasan dan 

ingin bunuh diri (WHO, 2022; Saunderson dan Duck, 2022). 

 

Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kusta 2023-2027 merupakan peta jalan pengendalian 

kusta yang terukur dan sistematis yang penyusunannya mempertimbangkan tiga isu 

krusial. Pertama, situasi COVID-19 yang sangat mempengaruhi alokasi berbagai sumber 

daya pusat dan daerah. Oleh karenanya, RAN ini perlu diselaraskan dengan kesiapan dan 

kapasitas sistem kesehatan nasional dan daerah. Kedua, WHO merekomendasikan integrasi 

pelayanan program kusta dengan program lainnya.  Oleh karena itu, pengembangan 

RAN Eliminasi Kusta 2023-2027 perlu memuat strategi dan inisiatif nasional dan daerah 

yang diperlukan untuk memperkuat jejaring kerja sama lintas program dan lintas sektor. 

Ketiga, strategi nasional untuk eliminasi kusta perlu disesuaikan dengan mengadopsi 

pendekatan-pendekatan baru yang telah dirumuskan dalam strategi global.

1.3. Pengembangan RAN Eliminasi Kusta 2023-2027

Proses penyusunan RAN Eliminasi Kusta 2023-2027 meliputi tahap persiapan, implementasi 

dan finalisasi (Gambar 1). Tahap persiapan meliputi kegiatan tinjauan pustaka, desk review 

dan diskusi kelompok terarah (DKT). Tinjauan pustaka pasca tahun 2000 dilakukan untuk 

meninjau dokumen peraturan, undang-undang, dan publikasi terkait eliminasi kusta. 

Dokumen sebelum tahun 2000 tidak digunakan, oleh karena masih menggunakan konsep 

eliminasi kusta berbasis prevalensi sedangkan saat ini, fokus eliminasi kusta adalah pada 

pengurangan angka kasus, kecacatan/disabilitas dan diskriminasi. Desk review bertujuan 

untuk meringkas dan meninjau relevansinya, serta menetapkan target-indikator 
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berdasarkan capaian dan tantangan yang teridentifikasi pada proses sebelumnya. 

Kesenjangan informasi dan sintesis peluang kemitraan di masa mendatang juga perlu 

diperdalam. DKT dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan perspektif 

pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan daerah tentang situasi kusta saat 

ini serta sasaran dan intervensi utama dalam percepatan eliminasi kusta. Dalam kegiatan 

DKT juga dibahas kerangka logis (logical frameworks) yang digunakan sebagai dasar untuk 

proses selanjutnya.

Tahap implementasi meliputi delapan lokakarya yang membahas analisis situasi, analisis 

pemangku kepentingan, tujuan, sasaran dan indikator, perumusan strategi dan program; 

strategi implementasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi (M&E); serta penganggaran 

program dan pembiayaan. Lokakarya ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

di tingkat nasional, mencakup tim kerja P2 kusta di  tingkat nasional, provinsi hingga 

kabupaten/kota, lintas program, lintas sektor, akademisi, lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) yang berkecimpung dalam isu kusta dan disabilitas serta perwakilan Orang Yang 

Pernah Mengalami Kusta (OYPMK).

Tahap terakhir adalah finalisasi dokumen RAN yang terdiri dari bab pendahuluan, analisis 

situasi, tujuan, target dan indikator,  strategi dan intervensi kunci, pembiayaan serta 

strategi implementasi. 

Gambar  1. Proses Penyusunan RAN Eliminasi Kusta 2023-2027

Tahap 
Persiapan Tahap implementasi

Tahap 
Finalisasi

Lokakarya 1-2:
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dan Analisis 

Pemangku Kepentingan

Lokakarya 3-4-5:
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Lokakarya 6-7-8:

Strategi implementasi,

Penganggaran, 

Pembiayaan

Lokakarya

Finalisasi dokumen

Dokumen RAN finalPengembangan dan Penulisan Dokumen

Tinjauan Pustaka Desk Review
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Regulasi

FGD

Rapat
persiapan
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TANTANGAN DAN

ISU STRATEGIS

BAB 2.

Kami ingin mematahkan belenggu stigma yang kami alami dan rasakan. Layaknya

gembok yang terkunci, stigma membatasi harapan dan cita-cita kami untuk maju.

Mari bersama-sama, lepaskan belenggu stigma bagi penyandang disabilitas

dan orang yang pernah mengalami kusta.

Okta Mellya - Forum Komunikasi DIfabel, Kabupaten Cirebon
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Kusta adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae dan 

menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernapasan bagian atas dan mata. Gejala 

awal penyakit kusta berupa bercak kulit berwarna merah atau putih dan mati rasa. Jika 

tidak diobati, maka dapat mengakibatkan deformitas fisik yang permanen pada muka, 

tangan dan kaki. Penyakit kusta menular melalui droplet dari mulut dan hidung dengan 

kontak erat dan sering dengan kasus kusta yang tidak diobati. Jika tidak diobati, kusta 

dapat menyebabkan kerusakan progresif dan permanen pada kulit, saraf, anggota tubuh, 

dan mata. Namun penyakit kusta sendiri merupakan penyakit yang tidak mudah menular 

dengan masa inkubasi rata-rata selama 5 tahun. 

Sejarah perjalanan kusta di Indonesia dapat ditelusur lebih dari 350 tahun yang lalu. Pada 

tahun 1655, Pemerintah Hindia Belanda (PHB) mendirikan Leprozerie di kepulauan Seribu 

sebagai tempat penampungan pasien kusta. Kebijakan pengasingan paksa baru dihapus 

pada tahun 1932, dan satu tahun setelah kemerdekaan, dimulailah pengobatan seumur 

hidup dengan DDS, atau dikenal dengan dapsone. 

Secara bertahap, jumlah kasus baru kusta (kasus yang baru pertama kali pengobatan) 

terus meningkat seiring dengan meningkatnya jangkauan program kusta nasional dengan 

semakin bertambahnya Puskesmas dan integrasi kusta dalam program Puskesmas pada 

tahun 1969. Penggunaan DDS monoterapi seumur hidup menyebabkan akumulasi jumlah 

penderita kusta yang terdaftar. Sejak tahun 1980 kusta menjadi masalah kesehatan 

serius dengan 126.221 kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus terdaftar ini menurun sejak 

pengobatan dengan Multidrug therapy (MDT) diinisiasi pada tahun 1982 (lama pengobatan 

tipe pausibasiler atau PB hanya 6 bulan dan tipe multibasiler atau MB selama 2 tahun). 

TANTANGAN DAN

ISU STRATEGIS

BAB 2.
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Pada tahun 2000, kegiatan promosi pencegahan kusta dan pengobatan MDT telah 

dilaksanakan secara masif di lebih dari 5.600 Puskesmas dan berhasil menurunkan 

prevalensi kusta sebesar 86% menjadi 17.539 kasus sehingga Indonesia mencapai 

eliminasi kusta di tingkat nasional. Seiring dengan penurunan prevalensi yang semakin 

cepat, terdapat peningkatan jumlah kasus baru, terutama setelah tahun 1991 bersamaan 

dengan resolusi WHA (World Health Assembly) tentang target eliminasi kusta sebagai 

masalah kesehatan masyarakat. 

Di tahun 2022, berdasarkan sebaran wilayah, masih terdapat enam provinsi yang belum 

mencapai eliminasi kusta, yaitu Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, 

Maluku, Papua Barat, dan Provinsi Papua (Kemenkes, 2022a). Namun demikian, terdapat 

34 provinsi yang melaporkan kasus kusta baru. Transmisi kusta yang tinggi ditunjukkan 

dengan proporsi kasus baru pada anak masih tinggi (10.23%), proporsi kasus dengan 

disabilitas tingkat dua sebesar 5.89% dan proporsi kasus kusta multibasiler yaitu 89.41%. 

Kasus anak dan wanita dengan cacat tingkat 2 masing-masing sebanyak 2.12% dan 4.10% 

(Kemenkes, 2022a) (Lampiran 1 dan 2 mendeskripsikan sejarah dan analisis situasi kusta 

secara lengkap).

Gambar 2. Peta Penyebaran Kusta di Indonesia di Enam Provinsi Tahun 2022

Pencapaian status eliminasi kusta secara nasional dan di banyak daerah seringkali 

mengakibatkan turunnya alokasi komitmen, prioritas dan sumber daya oleh karena 

anggapan bahwa eliminasi adalah sama dengan eradikasi, sehingga upaya penemuan 

kasus menjadi tidak optimal. Status eliminasi yang didasarkan pada prevalensi saja akan 

menyembunyikan keberadaan sumber transmisi. Oleh karena itu, target penanggulangan 

kusta sudah seharusnya bertujuan mencapai nihil kasus atau zero leprosy dan didasarkan 
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pada insidensi, tidak lagi prevalensi (Smith et al, 2016). Upaya penanggulangan kusta juga 

sudah seharusnya tidak hanya terfokus pada upaya kuratif tapi preventif, sesuai dengan 

strategi global.

2.1. Tantangan

Dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen program kusta, hasil diskusi dengan para 

pemangku kepentingan internal dan eksternal menunjukkan beberapa tantangan utama. 

Stigma Kusta

Stigma kusta seperti stigma diri oleh pasien kusta atau orang yang pernah mengalami 

kusta (OYPMK), stigma masyarakat dan stigma oleh tenaga kesehatan masih kuat. Hal 

ini dapat menghambat upaya pencarian layanan kesehatan secara dini ketika mengalami 

gejala kusta, sehingga terjadi keengganan berobat dan berakibat pada keterlambatan 

diagnosis dan penatalaksanaan segera. Stigma di masyarakat juga menghambat upaya 

eliminasi kusta, seperti tatalaksana kontak karena penolakan masyarakat, sedangkan 

stigma di antara tenaga kesehatan mengakibatkan kurangnya integrasi layanan kusta ke 

dalam layanan kesehatan umum. Upaya penghilangan stigma telah dilakukan secara aktif 

oleh berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan OYPMK, namun 

belum sistematis dengan cakupan dan sumber daya yang memadai. 

Akses Pelayanan

Sebagian besar wilayah endemis kusta di Indonesia berada di daerah tertinggal, perbatasan 

dan kepulauan dengan kendala geografis yang tinggi dan tantangan cuaca. Kondisi 

geografis ini menghambat deteksi kasus dan penatalaksanaannya, distribusi logistik obat 

serta pencatatan dan pelaporan tepat waktu. Sumber daya manusia kesehatan yang 

terlatih juga kurang untuk melaksanakan program eliminasi kusta. Selain itu, fasilitas 

kesehatan primer milik swasta dan fasilitas rujukan (rumah sakit) belum sepenuhnya 

terlibat dalam eliminasi kusta. 

Tatalaksana dan Pencegahan

Tatalaksana kusta masih belum optimal karena tiga keterlambatan: (1) terlambat datang ke 

layanan kesehatan karena stigma dan masalah akses pelayanan, (2) terlambat didiagnosis 

karena faktor tenaga kesehatan, dan (3) terlambat diobati karena ketersediaan obat, 

faktor tenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan untuk penanganan komplikasi dan 

rehabilitasi yang tidak memadai. Tatalaksana kontak termasuk pelacakan dan pemberian 

kemoprofilaksis juga masih memiliki cakupan terbatas sehingga penularan masih terus 

terjadi.
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Integrasi Program 

Di sektor kesehatan, banyak lintas program yang perlu dilibatkan, misalnya promosi 

kesehatan, kesehatan sekolah, kesehatan lingkungan dan farmasi. Namun, dukungan dan 

koordinasi lintas program belum optimal. Selain itu, eliminasi kusta belum terintegrasi 

dengan program prioritas nasional yang memiliki cakupan yang luas. 

Lintas Sektor dan Swasta

Kusta merupakan permasalahan lintas sektor. Sanitasi, malnutrisi dan kemiskinan dan 

stigma merupakan faktor risiko kusta. Namun, peran lintas sektor dan swasta dalam 

eliminasi kusta dan penghilangan stigma masih rendah serta belum terbentuk mekanisme 

koordinasi lintas sektor dan swasta yang efektif.

Masyarakat

Meskipun banyak organisasi OYPMK, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, dan tokoh budaya yang potensial, namun partisipasi masyarakat luas dalam 

penemuan kasus dan pengurangan stigma masih rendah. 

Kebijakan dan manajemen program

Meskipun eliminasi kusta telah menjadi salah satu indikator penanganan penyakit tropis 

terabaikan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, namun alokasi 

sumberdaya masih belum memadai. Pendanaan pusat dan daerah untuk pencegahan 

dan penanggulangan kusta masih rendah atau bahkan tidak ada. Kurangnya pemahaman 

dan komitmen terhadap kusta juga menimbulkan mispersepsi bahwa daerah yang telah 

mencapai eliminasi kusta berarti telah terbebas dari kusta dan tidak membutuhkan 

alokasi sumber daya untuk eliminasi kusta. Kompetensi dan kapasitas petugas bervariasi, 

dan terdapat kekosongan petugas kusta di daerah akibat mutasi atau pindah tugas. 

Surveilans Kusta 

Sistem pencatatan, pelaporan dan mekanisme validasi data nasional secara rutin 

dari Puskesmas ke pusat telah tersedia, namun sering terjadi keterlambatan sehingga 

menghambat kegiatan perencanaan yang berbasis data seperti pengadaan obat. Kasus 

kusta di fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum terlaporkan di dalam sistem 

surveilans rutin. 

Riset Implementasi

Riset tentang implementasi intervensi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan 

berobat, mengurangi stigma, disabilitas dan gangguan kesehatan mental akibat kusta 
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serta resistensi obat belum banyak dilakukan. Berbagai inisiatif eliminasi kusta belum 

didukung oleh riset implementasi yang dapat mendorong adopsi oleh daerah lain. 

2.2. Isu Strategis

Untuk merespons berbagai tantangan di atas serta mempertimbangkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dalam program kusta (lampiran 3), maka dirumuskan 

isu strategis berikut ini. 

1. Beban kusta dan penularan penyakit kusta masih tinggi, yang ditunjukkan oleh 

tingginya angka kasus baru kusta termasuk pada anak, serta kasus baru di wilayah 

yang sebelumnya telah tereliminasi;

2. Masih ditemukan kasus baru dengan disabilitas tingkat 2, yang menunjukkan 

keterlambatan diagnosis dan tatalaksana yang tepat;

3. Stigma dan diskriminasi yang kuat di masyarakat sehingga menghambat penemuan 

kasus aktif, tatalaksana dan pencegahan penularan, meskipun telah cukup banyak 

sekalipun terdapat OYPMK dan lembaga yang melakukan sosialisasi dan advokasi 

tentang kusta;

4. Pencegahan, penemuan dini serta tatalaksana klinis belum dilakukan secara 

komprehensif dan berkualitas, termasuk penanganan komplikasi, disabilitas, dan 

kesehatan mental;

5. Keberlanjutan program kusta terkendala akibat situasi pandemi dan perbedaan 

pemahaman tentang eliminasi kusta secara umum oleh pemangku kepentingan;

6. Keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh layanan primer dan rujukan yang 

berkualitas dalam penanganan kusta;

7. Komitmen pemerintah dan keberlanjutan sumber daya (manusia dan pendanaan) 

yang rendah serta kontribusi pemerintah dan swasta yang belum terkoordinasi 

dengan optimal;

8. Kebijakan, kepemimpinan dan tatakelola, program di berbagai tingkatan belum 

menjawab tantangan dalam penanggulangan kusta oleh karena: kapasitas sumber 

daya manusia yang memberikan layanan kusta belum memadai, ahli kusta semakin 

berkurang, sistem pencatatan dan pelaporan yang belum berjalan dengan baik, 

sistem surveilans dan kegiatan surveilans pasca eliminasi belum optimal, supervisi, 

monitoring dan evaluasi belum memadai serta ketersediaan obat dan obat untuk 

penanganan efek samping tidak cukup; dan

9. Riset implementasi untuk memahami dan mengatasi hambatan dalam implementasi 

program kusta masih terbatas.

TU
D
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TUJUAN, INDIKATOR,
DAN TARGET

BAB 3.

Angga, NLR Indonesia

Merasa sendiri dan ditinggalkan bukan hal baru bagi orang yang pernah mengalami 

kusta. namun sekuat apapun mereka, Anda harus mau terlibat 

karena penyintas kusta butuh sahabat



14

RENCANA AKSI NASIONAL ELIMINASI KUSTA 2023-2027

Penyusunan tujuan dalam RAN Eliminasi Kusta 2023-2027 memperhatikan tujuan dalam 

peta jalan sebelumnya (2014-2019), yaitu menurunkan beban akibat penyakit kusta 

menuju eliminasi tingkat provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2019. Secara khusus, 

tujuan peta jalan 2014-2019 adalah  untuk memperkuat kebijakan dan peraturan yang 

mendukung pelayanan kusta pada semua tingkatan; memperkuat pelayanan kusta yang 

terintegrasi, komprehensif dan terjangkau; dan meningkatkan kemandirian masyarakat 

termasuk orang yang pernah mengalami kusta dalam usaha promosi, prevensi dan 

rehabilitasi penyakit kusta yang bersumberdaya masyarakat. 

RAN Eliminasi Kusta 2023-2027 memiliki tujuan jangka panjang untuk menghilangkan 

kusta termasuk infeksi dan penyakit, disabilitas, stigma dan diskriminasi akibat kusta. 

Tujuan jangka menengahnya adalah menurunkan beban akibat penyakit kusta menuju 

eliminasi kusta di seluruh provinsi melalui penurunan angka kasus baru per tahun, 

penurunan angka kasus baru pada anak, dan penurunan angka disabilitas dengan target 

sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator dan Target dalam RAN Eliminasi Kusta 2023-2027

Indikator
Capaian Target Menuju

2019 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2030

Jumlah kasus baru per tahun 17439 10976
15695 

(10%)

13951

(20%)

12207 

(30%)

10463 

(40%)

8719 

(50%)

5231

(70%)

Jumlah kasus baru anak per tahun 2009 1133
1808 

(10%)

1607

(20%)

1406

(30%)

1004 

(50%)

602 

(70%)

200 

(90%)

Jumlah kasus baru dengan disabilitas 

tingkat 2
1121 628

1008 

(10%)

896 

(20%)

784

(30%)

560 

(50%)

336 

(70%)

112 

(90%)

TUJUAN, INDIKATOR, 
DAN TARGET

BAB 3.

P
ST

IN

kemoprofilaksis dengan obat rifampicin kepada kontak dekat 
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PENDAHULUAN

BAB 1.STRATEGI DAN 

INTERVENSI UTAMA

BAB 4.

Penularan kusta dapat dicegah dengan pemberian obat pencegahan atau 

kemoprofilaksis dengan obat rifampicin kepada kontak dekat 
maupun kontak sosial dari kasus kusta di suatu wilayah.

NLR Indonesia
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Strategi dan intervensi utama dalam RAN Eliminasi Kusta 2023-2027 dirumuskan dengan 

memperhatikan kebijakan global dan nasional. Pertama, Global Leprosy Strategy 2021-2030 

(WHO, 2021) yang menetapkan empat pilar strategi, terdiri dari: (1) implementasi peta jalan 

zero leprosy di seluruh negara endemis; (2) perluasan pencegahan kusta dan penemuan 

kasus aktif secara terintegrasi; (3) melakukan tatalaksana kasus kusta, komplikasi dan 

mencegah kasus disabilitas baru; dan (4) menangani stigma dan memastikan terpenuhinya 

hak-hak asasi manusia. 

Kedua, Ending the neglect to attain the SDG: Neglected Tropical Disease Roadmap 2021-

2030 (WHO, 2020a), yang mencakup tiga strategi: (1) akselerasi kegiatan program; (2) 

mengintensifkan pendekatan lintas program-sektor (cross cutting); dan (3) memodifikasi 

model operasional dan budaya untuk menguatkan kepemilikan nasional terhadap 

program kusta. 

Ketiga, model WHO Six Building Block (WHO, 2007) yang menggambarkan enam pilar utama 

meliputi pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, informasi kesehatan, alat kesehatan/

vaksin/teknologi, pembiayaan dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan utama berupa 

peningkatan status kesehatan, responsif, perlindungan sosial, dan risiko finansial serta 

peningkatan efisiensi. 

Keempat, memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas implementasi 

program dengan intervensi rantai perbaikan mutu (Berwick, 2002) yang mencakup empat 

elemen utama: pasien, keluarga dan masyarakat; didukung oleh (2) sistem mikro yang 

memberikan pelayanan secara langsung; (3) sistem makro di tingkat organisasi (fasilitas 

pelayanan kesehatan dan program) dan  (4) lingkungan. Keempat tingkatan ini saling 

terkait satu dengan yang lain untuk meningkatkan kualitas program.  

STRATEGI DAN 

INTERVENSI UTAMA

BAB 4.
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Terakhir, memperhatikan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar utamanya, 

meliputi (1) transformasi layanan primer; (2) transformasi layanan rujukan; (3) transformasi 

sistem ketahanan kesehatan; (4) transformasi sistem pembiayaan kesehatan; (5) 

transformasi SDM kesehatan, dan (6) transformasi teknologi kesehatan. 

Empat strategi utama dalam RAN eliminasi kusta 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Menggerakkan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya 

(Masyarakat); 

2. Meningkatkan kapasitas sistem pelayanan dalam melakukan pencegahan, penemuan 

dini, diagnosis dan penatalaksanaan kusta secara komprehensif dan berkualitas 

(Akselerasi);

3. Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan 

fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta (Integrasi); dan

4. Menguatkan komitmen, kebijakan dan manajemen program dalam penanggulangan 

kusta (Komitmen, kebijakan, dan manajemen).

Berikut adalah deskripsi intervensi utama untuk setiap strategi. 

Strategi 1. Masyarakat 

Menggerakkan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya (Masyarakat). 

S
tr

a
te

g
i 
1

Strategi pertama ini menekankan pada peran pasien, keluarga, dan masyarakat sebagai 

fokus utama program pencegahan dan penanggulangan kusta dan indikator dampak yang 

akan dicapai oleh program pencegahan dan penanggulangan kusta. Strategi ini bertujuan 

untuk: (1) memperbaiki perilaku keluarga, masyarakat dan tokoh masyarakat terkait 

pencegahan dan penanggulangan kusta, (2) meningkatkan akses, kualitas dan distribusi 

informasi untuk edukasi keluarga dan masyarakat, dan (3) mengoptimalkan peran tokoh 

agama, dan tokoh masyarakat dalam pemanfaatan berbagai media untuk edukasi. 
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Strategi ini dicapai melalui enam intervensi utama, dengan deskripsi intervensi utama dan 

kegiatan sebagai berikut.

Intervensi Utama:

1. Menguatkan kader kesehatan, orang yang pernah mengalami kusta, dan 

keluarganya dalam membantu kegiatan penjangkauan, pencegahan, penemuan 

kasus, pemantauan pengobatan dan pengurangan stigma  komunitas. 

Deskripsi intervensi: Kader kesehatan, orang yang pernah mengalami kusta dan 

keluarganya merupakan kelompok yang tinggal di masyarakat. Mereka akan bertindak 

sebagai jembatan antara masyarakat dengan petugas kesehatan di tingkat puskesmas. 

Mempertimbangkan fungsi tersebut, beberapa intervensi yang akan dilakukan untuk 

menguatkan kader kesehatan, orang yang pernah mengalami kusta, dan keluarganya 

adalah: (1) Melibatkan kader kesehatan dan OYPMK-keluarga untuk membantu 

puskesmas di dalam kegiatan eliminasi kusta (penemuan kasus, skrining kontak, 

pemberian kemoprofilaksis, dan pemantauan pengobatan); (2) Melaksanakan orientasi 

kader kesehatan  di dalam deteksi dini kusta dan penghapusan stigma serta kemampuan 

komunikasi melalui pelatihan, lokakarya, on the job training (OJT); (3) Melakukan kegiatan-

kegiatan sosialisasi kusta di masyarakat oleh kader kesehatan dan OYPMK-keluarga 

(seperti kegiatan Intensified Case Finding-ICF dan kegiatan bina desa sahabat kusta).

2. Memperkuat peran pendamping teman sebaya dalam penghapusan stigma 

serta peningkatan kesejahteraan mental dan pemenuhan hak orang yang 

pernah mengalami kusta

 

Deskripsi intervensi: Peran pendamping sebaya dalam penghapusan stigma memiliki 

dampak yang signifikan karena dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping yang 

memiliki tingkat umur, kedewasaan, dan pengalaman yang sama akan lebih mudah 

diterima. Upaya yang akan dilakukan dalam memperkuat peran pendamping sebaya, 

antara lain: (1) melibatkan dan melatih orang yang pernah mengalami kusta sebagai 

pendamping teman sebaya selama dan paska pengobatan termasuk dalam mendorong 

kepatuhan minum obat dan rawat diri; dan (2) meningkatkan kapasitas orang yang pernah 

mengalami kusta dalam memberikan pendampingan kepada teman sebayanya untuk 

mewujudkan kesejahteraan mental,  menghapuskan stigma diri, serta membantu dalam 

pemenuhan hak.
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3. Menguatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kesadaran 

dan mobilisasi sumber daya untuk eliminasi kusta

 

Deskripsi intervensi: Peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya eliminasi  

kusta sebab terdapat banyak sumber daya yang dapat diorganisir dan dialokasikan di 

tingkat masyarakat. Tokoh berpengaruh di dalam masyarakat juga akan mampu menjadi 

agen perubahan dan berkontribusi dalam upaya eliminasi kusta dengan cara mengurangi 

miskonsepsi tentang kusta di tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu beberapa 

intervensi dapat dilaksanakan, antara lain: (1) mengidentifikasi dan memetakan tokoh 

masyarakat, tokoh/kelompok berpengaruh, dan tokoh agama yang dapat dilibatkan 

dalam eliminasi kusta; (2) melakukan sosialisasi dan sensitisasi mengenai kusta, stigma, 

diskriminasi dan disabilitas kepada tokoh masyarakat, tokoh/kelompok berpengaruh 

dan tokoh agama; (3) Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh/kelompok berpengaruh, dan 

tokoh agama dalam kegiatan edukasi mengenai kusta dalam kegiatan sehari-hari, serta 

mendorong mereka untuk memainkan peran sebagai panutan masyarakat dalam hal 

kusta. 

4. Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam melakukan 

pendampingan kepada pasien kusta dan OYPMK dalam memberikan dukungan 

untuk meningkatkan partisipasi sosial dan mengakses layanan kesehatan dan 

rehabilitasi

Deskripsi intervensi: Konsekuensi yang dihadapi oleh pasien kusta sangat beragam, 

seseorang yang terinfeksi bakteri kusta sangat membutuhkan layanan kesehatan, 

terutama dalam periode pengobatan. Bahkan setelah periode pengobatan selesai, orang 

yang pernah mengalami kusta masih harus menghadapi ancaman reaksi, baik reaksi 

reversal atau meningkatnya kekebalan tubuh seluler secara cepat, maupun reaksi erythema 

nodosum leprosum (ENL) yang merupakan reaksi humoral yang ditandai dengan timbulnya 

nodul kemerahan, neuritis, gangguan saraf yang jika diabaikan akan dapat memicu 

deformitas. Pasien kusta juga sering tersingkirkan secara sosial karena beberapa aspek. 

Semua ini membuat peran keluarga dan masyarakat sebagai lingkaran terdekat pasien 

dan orang yang pernah mengalami kusta menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan 

layanan kesehatan dan rehabilitasi. Upaya yang akan dilakukan adalah: (1) meningkatkan 

kemampuan keluarga untuk memberikan pendampingan dalam pengobatan, pencegahan 

reaksi dan rawat diri pada pasien kusta serta dukungan dalam rawat diri pada orang yang 

pernah mengalami kusta;  (2) meningkatkan peran keluarga dalam kegiatan skrining 

kontak dan kemoprofilaksis; (3) meningkatkan peran keluarga dalam memotivasi orang 
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yang pernah mengalami kusta untuk aktif berpartisipasi dalam keluarga dan masyarakat; 

dan (4) melakukan edukasi kepada keluarga mengenai layanan dan jaminan kesehatan 

yang dapat diakses oleh pasien dan orang yang pernah mengalami kusta.

5. Memperkuat peran OYPMK dan penyandang disabilitas, komunitas atau 

organisasinya dalam menggalang dukungan, kebijakan, dan sumber daya untuk 

mewujudkan eliminasi kusta dan penghapusan stigma

Deskripsi intervensi: Peran aktif OYPMK dan komunitasnya dalam menggalang dukungan 

dan mengupayakan kebijakan untuk penghapusan stigma menjadi sebuah model 

pemberdayaan partisipatif yang efektif. Penguatan kelompok sasaran akan dilakukan 

melalui beberapa kegiatan: (1) Mendorong pembentukan dan penguatan forum 

komunikasi/jejaring kusta, pembentukan dan penguatan komunitas orang yang pernah 

mengalami kusta dan disabilitas atau forum lain yang sesuai kebutuhan; (2) Meningkatkan 

kapasitas  komunitas orang yang pernah mengalami kusta dan disabilitas dalam 

melakukan advokasi berbasis bukti untuk perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya 

untuk program eliminasi kusta; dan (3) Meningkatkan kapasitas komunitas orang yang 

pernah mengalami kusta dan disabilitas dalam melakukan edukasi kepada masyarakat 

untuk pengurangan stigma.

6. Mengembangkan strategi promosi kesehatan secara lebih inovatif dan 

partisipatif menggunakan berbagai kanal informasi

Deskripsi intervensi: Terdapat beberapa persoalan terkait strategi promosi kesehatan 

seperti: (1) informasi tentang penyakit kusta masih belum dipahami dengan baik oleh 

komunitas sasaran; (2) pesan yang ingin disampaikan belum memberikan dampak 

perubahan yang signifikan, dan (3) kesadaran masyarakat dan juga orang yang terkena 

kusta dalam meningkatkan perilaku hidup sehat serta perilaku untuk memperoleh 

kesembuhan masih rendah. Karena itu, pengembangan strategi promosi kesehatan yang 

inovatif melalui kanal informasi yang kekinian akan dilakukan melalui beberapa intervensi: 

(1) Menyusun strategi kampanye publik untuk kusta melalui berbagai media yang sensitif 

budaya secara partisipatif; (2) Melaksanakan promosi kesehatan sesuai strategi yang 

telah disusun secara partisipatif; (3) Melibatkan tokoh masyarakat dan seluruh petugas 

puskesmas dengan pendekatan komunikasi perubahan perilaku; dan (4) Mengapresiasi 

individu/organisasi yang berkontribusi signifikan dalam promosi  kusta.
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Strategi 2. Akselerasi 

Meningkatkan kapasitas sistem pelayanan dalam melakukan pencegahan, penemuan dini, 

diagnosis dan penatalaksanaan kusta secara komprehensif dan berkualitas (Akselerasi). 

Strategi kedua merupakan strategi yang ditujukan untuk menghasilkan pelayanan 

kesehatan yang komprehensif untuk kusta mulai dari spektrum pencegahan 

sampai rehabilitasi. Tujuan strategi kedua adalah: (1) Meningkatkan akses dan mutu 

penatalaksanaan kasus kusta di layanan primer dan rujukan; (2) Mencegah atau 

menemukan secara dini kasus baru dan disabilitas; dan (3) Memberikan pengalaman yang 

positif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat ketika memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan. Strategi ini mencakup pelacakan kasus, pencegahan, penemuan kasus, 

diagnosis dan penatalaksanaan hingga monitoring efek samping obat, serta penanganan 

disabilitas, reaksi dan kesehatan mental.

Tujuan strategi kedua dicapai melalui tujuh intervensi utama, dengan deskripsi intervensi 

utama dan kegiatan sebagai berikut. 

Intervensi Utama:

1. Meningkatkan kualitas layanan primer, rujukan dan penunjang yang 

komprehensif baik pada fasilitas layanan kesehatan pemerintah maupun 

swasta.

Deskripsi intervensi: Oleh karena spektrum kebutuhan pelayanan kesehatan yang 

kompleks pada pasien kusta, maka perlu penyediaan layanan kesehatan yang 

komprehensif dan berkualitas. Upaya yang akan dilakukan adalah: (1) Meningkatkan 

kepatuhan klinisi terhadap PNPK, PPK dan petugas lainnya terhadap SOP termasuk 

reaksi kusta, komplikasi dan tatalaksananya;. Petugas puskesmas pembantu (pustu) dan 

klinik swasta perlu dilibatkan untuk pemantauan minum obat dan deteksi dini reaksi 

kusta; 2)  Mengembangkan telekonsultasi antara dokter layanan primer dengan dokter 
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spesialis untuk layanan kusta dengan sarana komunikasi yang tersedia. 3) Diagnosis dan 

evaluasi pengobatan kusta perlu ditunjang dengan ketersediaan laboratorium rujukan 

dan mekanisme penjaminan mutu laboratorium di tingkat kabupaten yaitu skin smear 

dengan pemeriksaan BI (Bacteriological Index) dan MI (Morphology Index) untuk menunjang 

diagnosis dan evaluasi pengobatan kusta; 4) Meningkatkan kapasitas pelayanan 

puskesmas untuk penanganan kasus dengan disabilitas yang berpedoman pada konvensi 

hak-hak penyandang disabilitas dan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang 

bekerjasama dengan pusat rehabilitasi melalui kegiatan skrining, pendampingan ke faskes 

secara mandiri, kepatuhan minum obat, dan melakukan kegiatan produktif. Peningkatan 

kapasitas rumah sakit juga dilakukan untuk menangani kasus rujukan kusta, termasuk 

ketersediaan layanan rehabilitasi medis, penyediaan alat bantu, dan kesehatan jiwa.

2. Melibatkan organisasi profesi dan lembaga pendidikan dalam pengembangan 

kepemimpinan klinis dan keahlian di bidang  kusta 

Deskripsi intervensi: Diagnosis dan penatalaksanaan kusta secara komprehensif perlu 

ditunjang dengan ketersediaan keahlian klinis. Hal ini akan dicapai dengan: (1) penguatan 

forum atau kelompok ahli yang peduli dengan kusta; (2) pelibatan dokter ahli kusta dalam 

kunjungan ke daerah endemis untuk peningkatan kapasitas para dokter; serta (3) apresiasi 

terhadap klinisi yang berjasa dalam program kusta kepemimpinan dan manajemen klinis 

kusta setiap tahun.

3. Meningkatkan penemuan dini kasus kusta pada populasi berisiko melalui 

penemuan kasus aktif di masyarakat (termasuk pada sasaran perempuan dan 

daerah terpencil)

Deskripsi intervensi: Penemuan kasus secara dini merupakan kunci dalam memutus 

penularan kusta, sehingga penemuan kasus secara aktif perlu ditingkatkan. Populasi 

yang memiliki risiko kusta tidak hanya ditemukan di daerah pedesaan dan daerah 

terpencil namun juga perkotaan dan pemukiman padat penduduk. Untuk itu, program 

penanggulangan kusta harus dilakukan dengan pendekatan yang bisa menjangkau 

populasi berisiko di daerah khusus seperti: daerah terpencil, perkotaan dan daerah 

kumuh, termasuk menjangkau populasi rentan seperti perempuan dan anak.

4. Meningkatkan cakupan tatalaksana kontak dan kualitas kemoprofilaksis kusta

Deskripsi intervensi: Kemoprofilaksis kusta merupakan salah satu metode penghentian 

transmisi yang efektif, namun tidak akan berhasil menurunkan angka kasus jika 
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cakupannya rendah. Karena itu, perlu dilakukan upaya berikut: (1) advokasi kebijakan 

dan anggaran untuk upaya kemoprofilaksis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (2) 

distribusi obat kemoprofilaksis kepada kontak dari kasus indeks yang terintegrasi dengan 

tatalaksana kontak, serta (3) penyediaan obat Rifampicin sesuai prosedur, kualitas, dan 

jumlah yang tepat.

5. Meningkatkan pemantauan dan pelayanan pasien kusta yang sedang dan telah 

selesai pengobatan kusta

Deskripsi intervensi: Pasca pengobatan kusta atau release from treatment (RFT), orang yang 

pernah mengalami kusta masih memiliki risiko mengalami reaksi kusta dan disabilitas. 

Karena itu, penting untuk dilakukan upaya berikut: (1) mendorong pemantauan orang 

yang pernah mengalami kusta yang telah selesai pengobatan tetapi memiliki faktor risiko 

secara berkala (semi active surveillance); dan (2) membentuk Kelompok Perawatan Diri 

(KPD).

Strategi 3. Integrasi 

Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan fasilitas 

kesehatan, baik pemerintah maupun swasta (Integrasi). 
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Strategi ketiga adalah integrasi dan kolaborasi multipihak dari tingkat nasional hingga 

tingkat desa. Integrasi dapat dilakukan melalui integrasi pesan-pesan edukasi ke 

masyarakat, integrasi dengan program lainnya, dan integrasi dalam monitoring data. 

Tujuan strategi ketiga adalah: (1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi program 

kusta dengan program prioritas nasional bidang kesehatan lainnya maupun program 

di lintas sektor, dan (2) Melakukan integrasi program kusta pada tataran kebijakan dan 

implementasi program.
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Strategi ini terdiri atas empat intervensi utama dengan deskripsi intervensi utama dan 

kegiatan sebagai berikut.

Intervensi Utama:

1. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan integrasi program eliminasi kusta 

dengan program kesehatan lainnya mulai dari tingkat pusat, daerah hingga 

fasilitas kesehatan.

Deskripsi intervensi: Koordinasi, kolaborasi hingga integrasi program eliminasi 

kusta dengan program prioritas kesehatan lainnya di Kementerian Kesehatan dapat 

dikembangkan kelayakan dan implementasinya mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga 

fasilitas kesehatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program kusta. Inisiatif 

kolaborasi program Tuberkulosis (TB)-kusta pernah dikembangkan sebelumnya di 

Indonesia, namun implementasinya masih terbatas di wilayah tertentu. Upaya yang akan 

dilaksanakan adalah: (1) Mendorong kolaborasi implementasi program kusta dengan 

program kesehatan lainnya, seperti program TB, PIS-PK, Usaha Kesehatan Sekolah, 

posyandu atau program lainnya, dan memperluas kolaborasi yang telah ada; dan (2) 

Memetakan dan melakukan kolaborasi dan integrasi mulai dari promosi kesehatan, 

pencegahan, deteksi dini, penemuan kasus, tatalaksana, rehabilitasi dan tindak lanjut 

lainnya di masyarakat. 

2. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan integrasi intervensi utama dalam 

program eliminasi kusta dengan program di lintas sektor terkait

Deskripsi intervensi: Selain dengan program kesehatan di Kementerian Kesehatan, 

koordinasi, kolaborasi hingga integrasi kegiatan dalam program eliminasi kusta juga 

dapat dikembangkan dengan program di lintas sektor yang relevan dengan kusta, OYPMK, 

disabilitas, dan rehabilitasi. Upaya yang akan dilakukan adalah: (1) Membentuk tim kerja 

lintas sektor untuk eliminasi kusta dan menetapkan kementerian/lembaga (K/L) yang akan 

menjadi koordinator  lintas sektor; (2) Mendorong lembaga musyawarah dan pemerintah 

desa untuk menganalisis beban kusta di desanya untuk menjadi prioritas penggunaan 

dana desa mengingat program kusta adalah salah satu program prioritas nasional; (3) 

Memasukan perencanaan P2 Kusta di tingkat Puskesmas (lokmin) dan desa (musdes) (4) 

Meningkatkan fasilitasi untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada OYPMK 

pra sejahtera; dan (5) Melakukan advokasi untuk memasukkan topik kusta dan disabilitas 

ke dalam kurikulum tematik (Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan 



S
tr

a
te

g
i d

a
n

 I
n

te
rv

e
n

si
 U

ta
m

a

25

RENCANA AKSI NASIONAL ELIMINASI KUSTA 2023-2027

25

Kebudayaan) serta promosi kesehatan dalam kegiatan pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat (di organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi keagamaan, perguruan 

tinggi negeri dan swasta, PKK dan organisasi perempuan).

3. Meningkatkan advokasi di tingkat pusat dan daerah untuk pengembangan 

kemitraan dengan swasta, filantropi, komunitas, mitra pembangunan dan 
multisektor lainnya sesuai kapasitas dan kompetensi mitra.

Deskripsi intervensi: Beban kasus kusta tidak tersebar merata di tingkat propinsi 

dan kabupaten. Oleh karenanya, pengembangan kemitraan dengan multipihak tidak 

dapat dilakukan hanya pada tingkat pusat. Upaya yang dapat dilakukan adalah: (1) 

Mengidentifikasi mitra potensial dari berbagai lembaga dan masyarakat serta memetakan 

tujuan kemitraannya; (2) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan multipihak untuk 

mendukung program kusta, termasuk memfasilitasi akses bagi pasien dan OYPMK untuk 

memperoleh layanan rehabilitasi; dan (3) Melakukan advokasi, koordinasi dan konsolidasi 

dengan sektor swasta, filantropi dan multipihak lainnya untuk mengembangkan dan 

melaksanakan kegiatan yang terkait dengan eliminasi kusta.

4. Memperkuat kemitraan pemerintah dan swasta untuk pelayanan kusta

Deskripsi intervensi: Pelayanan bagi suspek, pasien kusta dan OYPMK dapat diberikan 

oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, baik di tingkat pelayanan 

primer maupun rujukan. Agar pelayanan dapat diberikan secara optimal, maka fasilitas 

kesehatan swasta memerlukan dukungan dan kemitraan dengan pemerintah (dinas 

kesehatan ataupun fasilitas kesehatan pemerintah). Oleh karenanya, untuk memberikan 

pelayanan kusta yang berkualitas, diperlukan penguatan kemitraan antara pemerintah 

swasta. Penguatan ini juga diperlukan untuk meningkatkan cakupan pencatatan dan 

pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta. Upaya yang dapat dilakukan adalah: (1) 

menyusun petunjuk teknis untuk memanfaatkan atau membangun kemitraan pemerintah 

dan swasta dalam menyediakan pelayanan kusta; (2) melakukan koordinasi dan 

sosialisasi ke fasilitas kesehatan swasta dan organisasi profesi di tingkat layanan primer 

maupun rujukan untuk menyediakan layanan kusta yang komprehensif dan berkualitas; 

(3) memperluas dan menguatkan kegiatan dalam program kusta di wilayah perkotaan 

(Urban Leprosy); dan (4) membangun jejaring pelayanan kesehatan primer untuk rujukan 

horizontal penatalaksanaan kusta serta untuk rujukan ke rumah sakit dengan Puskesmas 

sebagai koordinator layanan, termasuk di dalamnya aspek sistem pencatatan dan 

pelaporan.
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Strategi 4. Komitmen, Kebijakan dan Manajemen Program

Menguatkan komitmen, kebijakan dan manajemen program dalam penanggulangan 

kusta (Komitmen, Kebijakan dan Manajemen). 

S
tr

a
te

g
i 
4

Strategi keempat merupakan strategi pendukung yang dilakukan pada tingkat nasional 

hingga desa untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas dalam melaksanakan ketiga 

strategi sebelumnya. Strategi ini meliputi tata kelola dan kepemimpinan, manajemen 

program serta perbaikan berkelanjutan. Tujuan strategi ini adalah: (1) menguatkan 

komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, daerah dan desa melalui komunikasi 

dan advokasi yang efektif; (2) meningkatkan kemampuan manajemen program untuk 

memperoleh dan mengelola sumber daya secara lebih baik; dan (3) meningkatkan 

kontribusi pembiayaan pemerintah daerah, lintas, program, lintas sektor dan sumber 

daya lainnya dari multipihak.    

Strategi empat memiliki enam intervensi utama dengan deskripsi intervensi utama dan 

kegiatan sebagai berikut.

Intervensi Utama:

1. Menjadikan kusta sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

daerah.  

Deskripsi intervensi: Kinerja dan keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas 

dari efektifitas perencanaan strategis dan peta jalan penanganan masalah kesehatan 

prioritas termasuk kusta. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah: (1) Advokasi ke 

daerah berbeban kusta tinggi untuk memuat program eliminasi kusta dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota; (2) 

advokasi ke pemerintah daerah untuk mengadopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) ke dalam 
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Rencana Aksi Daerah (RAD) provinsi dan kabupaten/kota.

2. Menguatkan komitmen pusat dan daerah untuk eliminasi kusta melalui 

kebijakan afirmatif untuk alokasi sumberdaya untuk wilayah endemis terutama 
daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Deskripsi intervensi: Beban kusta yang tinggi dan keterkaitannya dengan berbagai masalah 

non kesehatan seperti kemiskinan dan sosial di DTPK memerlukan komitmen nyata 

pemerintah daerah melalui kebijakan spesifik daerah atau afirmatif. Kebijakan afirmatif 

mengedepankan prinsip high burden high impact dengan berfokus pada penguatan dan 

akselerasi kualitas sistem perawatan kusta di daerah. Untuk itu upaya yang dilakukan 

adalah: (1) advokasi dengan Kementerian Desa untuk penganggaran program eliminasi 

kusta dalam dana desa; (2) mendorong terbitnya payung regulasi daerah tentang 

kewenangan desa untuk penganggaran program kusta di desa; (3) menyusun kebijakan 

untuk pembentukan Desa Sahabat Kusta, khususnya di daerah endemis.

3. Melakukan harmonisasi kebijakan yang mendukung pencapaian eliminasi 

kusta serta pengurangan stigma dan diskriminasi. 

Deskripsi intervensi: Harmonisasi kebijakan penting untuk mengurangi hambatan 

implementasi eliminasi kusta dan disabilitas di daerah. Pendekatan harmonisasi kebijakan 

dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Upaya yang dilakukan meliputi: (1) 

melakukan advokasi kepada penyelenggara jaminan kesehatan untuk memperluas 

cakupan pembiayaan untuk pelayanan kusta yang komprehensif; dan (2) menguatkan 

harmonisasi kebijakan, seperti melalui Surat Keputusan Bersama Kementerian untuk 

penyakit yang segera dieliminasi.

4. Meningkatkan tata kelola dan kepemimpinan dalam program kusta di tingkat 

pusat dan daerah

Deskripsi intervensi: Kinerja upaya eliminasi kusta memerlukan tata kelola program 

yang efektif agar secara berkelanjutan dapat menyesuaikan kegiatan dengan 

perubahan dan tantangan program ke depan. Upaya yang dilakukan adalah: (1) 

meningkatkan efektivitas bimbingan teknis, perencanaan, penguatan monitoring dan 

evaluasi secara berjenjang dan berkala mulai dari tingkat pusat hingga Puskesmas; 

dan (2) mengembangkan pelatihan dari tingkat kabupaten hingga Puskesmas 

dengan berbagai metode dan media agar lebih efektif, efisien dan menarik. 
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5. Menguatkan manajemen program kusta di provinsi dan kabupaten/kota.

Deskripsi intervensi: Input program kusta seperti SDM, logistik dan laboratorium 

merupakan unsur penting dalam implementasi dan keberlangsungan program kusta 

di tingkat daerah. Upaya yang akan dilakukan meliputi: (1) meningkatkan kapasitas 

dan kontinuitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; (2) meningkatkan 

pengelolaan logistik untuk obat MDT dan obat anti reaksi kusta secara kontinyu; (3) 

menguatkan jejaring dan kapasitas laboratorium untuk pemeriksaan penunjang (skin 

smear, resistensi obat); (4) meningkatkan efektivitas surveilans penyakit, Antimicrobial 

resistance (AMR) dan efek samping obat; dan (5) sistem informasi berbasis data individual 

untuk mencapai dan mempertahankan eliminasi.

6. Meningkatkan penelitian kusta dan pemanfaatan hasilnya untuk penguatan 

implementasi program

Deskripsi intervensi: Dukungan penelitian sama pentingnya dengan komitmen politik, 

kebijakan, advokasi, alokasi sumberdaya dalam upaya eliminasi kusta. Riset di bidang 

kusta dapat memberi evidens tentang faktor biomedis, epidemiologi, implementasi, akses 

dan kualitas pelayanan kusta termasuk determinan sosial untuk perbaikan kebijakan 

dan manajemen program kusta. Upaya yang dilakukan meliputi: (1) menetapkan 

agenda prioritas nasional untuk penelitian kusta; (2) meningkatkan minat penelitian dan 

kapasitas peneliti untuk merancang dan melaksanakan penelitian di bidang kusta yang 

dapat menjawab tantangan implementasi program; (3) mengembangkan jejaring peneliti 

kusta di tingkat nasional  untuk diseminasi dan komunikasi hasil riset kusta sehingga 

bermanfaat untuk perbaikan program kusta: (4) meningkatkan kapasitas peneliti kusta 

untuk memperoleh pendanaan penelitian dan meningkatkan minat pemberi dana 

untuk investasi penelitian mengenai kusta; dan (5) melakukan penelitian dasar untuk 

mempelajari penularan kusta dan mengembangkan rejimen baru untuk profilaksis untuk 

kualitas perawatan dan pengobatan yang lebih baik, serta riset implementasi dengan 

melibatkan klinisi, pelaksana program, dan akademisi untuk menyelesaikan masalah 

implementasi dalam program eliminasi kusta di lapangan.

ANG
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ANGGARAN DAN

PEMBIAYAAN

BAB 5.

Kartu ini sebagai tanda bahwa kami terdaftar dalam skema jaminan kesehatan.

Namun pelayanan kesehatan yang paripurna masih jauh dari harapan.

Orang yang pernah mengalami kusta membutuhkan fasilitas dan 

pelayanan kesehatan sepanjang hidup. Kami berharap semua fasilitas

kesehatan memiliki layanan yang baik untuk kasus kusta.
Widi Sugiarti - Lingkar Sosial Indonesia, Kabupaten Malang
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5.1. Kebutuhan Anggaran 

Total kebutuhan anggaran untuk program kusta di Indonesia pada periode 2023-

2027 adalah sebesar Rp26.749.373.000.000,- . Kebutuhan ini dihitung menggunakan 

pendekatan biaya per kegiatan untuk setiap intervensi utama dan strategi. Penghitungan 

anggaran dalam proyeksi jangka menengah penganggaran program Kusta (2023-2027) ini 

memperhatikan rancangan jangka menengah program kesehatan secara nasional.

Setiap strategi dalam program kusta mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian 

indikator program kusta. Estimasi kebutuhan anggaran terbesar terdapat pada strategi 

2 (Akselerasi), diikuti dengan strategi 4 (Komitmen, Kebijakan dan Manajemen), yaitu 

sebesar  Rp8.706.798.000.000,- dan Rp6.819.906000.000,-, secara berturutan. Besarnya 

kebutuhan anggaran ini dengan mempertimbangkan adanya strategi yang melibatkan 

lintas program, lintas sektor dan multi pihak. Kebutuhan ini mempertimbangkan adanya 

kasus kusta di seluruh (514) kabupaten/kota di Indonesia.

ANGGARAN DAN

PEMBIAYAAN

BAB 5.

Tabel 2. Estimasi Total Kebutuhan Anggaran untuk Program Eliminasi Kusta, 2023-2027 (dalam juta Rupiah)

Strategi 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027

Strategi 1. Menggerakkan masyarakat dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya (Masyarakat)
Rp1.052.793 Rp1.115.332 Rp1.137.638 Rp1.160.391 Rp1.183.599 Rp5.649.753

Strategi 2. Meningkatkan kapasitas sistem pelayanan 

dalam melakukan pencegahan, penemuan dini, diagnosis 

dan penatalaksanaan kusta secara komprehensif dan 

berkualitas (Akselerasi)

Rp1.742.585 Rp1.781.874 Rp1.765.069 Rp1.744.043 Rp1.673.228 Rp8.706.798

Strategi 3. Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan 

para pemangku kepentingan dan fasilitas kesehatan, baik 

pemerintah maupun swasta (Integrasi dan Koordinasi)

Rp1.048.893 Rp1.082.368 Rp1.112.770 Rp1.146.153 Rp1.182.733 Rp5.572.916

Strategi 4. Menguatkan komitmen, kebijakan dan 

manajemen program dalam penanggulangan kusta 

(Komitmen, Kebijakan dan Manajemen)

Rp1.310.158 Rp1.336.652 Rp1.363.297 Rp1.390.775 Rp1.419.023 Rp6.819.906

TOTAL Rp5.154.428 Rp5.316.226 Rp5.378.774 Rp5.441.362 Rp5.458.583 Rp26.749.373
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Tabel 3. Sumber Pendanaan untuk Program Eliminasi Kusta, 2023-2027 (dalam juta Rupiah)

Sumber Pendanaan 2023 2024 2025 2026 2027

Pemerintah Pusat  Rp2.812.849  Rp2.474.921  Rp2.327.652  Rp1.993.448  Rp1.790.997

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)  Rp1.179.662  Rp1.439.475  Rp1.515.330  Rp1.787.057  Rp1.871.096

Swasta/Filantrofi  Rp586.037  Rp781.683  Rp860.950  Rp943.367  Rp1.024.116

Mitra  Rp575.880  Rp620.147  Rp674.842  Rp717.490  Rp772.374

TOTAL  Rp5.154.428  Rp5.316.226  Rp5.378.774  Rp5.441.362  Rp5.458.583

Grafik 2. Estimasi Total Kebutuhan Anggaran Program Eliminasi Kusta,  2023-2027 

(dalam juta Rupiah)

5.2. Pendanaan dan Pembiayaan

Identifikasi sumber pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada perundangan terkait 

dengan tugas dan fungsi lembaga, serta hasil kesepakatan bersama sesuai dengan 

pemetaan analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis). 

Strategi 4. Menguatkan komitmen, 

kebijakan dan manajemen program 

dalam penanggulangan kusta (Komitmen, 

Kebijakan dan Manajemen)

Strategi 1. Menggerakkan masyarakat 

dengan memanfaatkan berbagai 

sumber daya (Masyarakat)

Strategi 2. Meningkatkan kapasitas sistem 

pelayanan dalam melakukan pencegahan, 

penemuan dini, diagnosis dan 

penatalaksanaan kusta secara komprehensif 

dan berkualitas (Akselerasi)

Strategi 3. Meningkatkan integrasi dan 

koordinasi dengan para pemangku 

kepentingan dan fasilitas kesehatan, baik 

pemerintah maupun swasta (Integrasi dan 

Koordinasi)
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Tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara RPJP sebelumnya (2005– 2025) dengan 

yang baru (2025-2045). Salah satu konsekuensinya adalah penguatan tanggung jawab 

pendanaan, yang semula bersumber dari pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah 

daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintah desa. Hal ini diupayakan selaras 

dengan asas desentralisasi/otonomi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2023-2027, sumber 

pendanaan terbesar untuk program Kusta di Indonesia masih menggunakan alokasi yang 

bersumber dari pemerintah pusat (APBN). Alokasi ini akan berkurang proporsinya seiring 

dengan kewajiban pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa/

kelurahan) dalam pendanaan maupun implementasi program penanggulangan kusta 

berdasarkan atas asas desentralisasi.

Pada tahun 2023, rencana kontribusi pemerintah pusat adalah sebesar 55%, sedangkan 

kontribusi pemerintah daerah diperkirakan hanya sebesar 23%. Harapannya, pada akhir 

periode RAN (2027) pendanaan yang bersumber dari pemerintah daerah akan meningkat 

proporsinya menjadi 34% dan alokasi sumber pendanaan dari pemerintah pusat menurun 

menjadi 33%. Potensi sumber pendanaan lain yang diharapkan dapat mendukung 

pencapaian program adalah kenaikan pendanaan yang bersumber dari hibah, bantuan 

luar negeri, serta partisipasi pihak swasta dan filantropi (yaitu dari estimasi awal sebesar 

11% pada tahun 2023, meningkat menjadi 14% pada tahun 2025 dan 19% pada tahun 

2030). Hibah dan pendanaan swasta diharapkan dapat memberi kontribusi pendanaan 

untuk inovasi, penelitian, dan promosi kesehatan dalam arti luas.

Grafik 3. Sumber Pembiayaan Program Eliminasi Kusta, 2023-2027 

(dalam Juta Rupiah)
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5.3. Kesenjangan Pembiayaan

Anggaran program penanggulangan kusta di Indonesia menunjukkan kesenjangan 

pendanaan yang besar (Grafik 4). Sebagai salah satu penyakit yang terabaikan, keterbatasan 

anggaran dan sinergitas program lintas sektor dan lintas program yang belum terbentuk, 

menjadi penyebab utama kesenjangan pendanaan program kusta di Indonesia. Oleh 

karenanya diperlukan upaya bersama dan kontinyu untuk mengadvokasi baik di tingkat 

nasional, provinsi maupun daerah untuk menuju eliminasi kusta di Indonesia. 

Grafik 4. Estimasi Kesenjangan Pendanaan dalam Program Eliminasi Kusta, 2023-2027
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STRATEGI

IMPLEMENTASI

BAB 6.

Orang yang pernah mengalami kusta dan penyandang disabilitas memiliki banyak

tantangan untuk bekerja, apalagi bekerja dalam sektor formal. Regulasi dan 

kebijakan baru perlu benar-benar dijalankan agar kami mendapatkan

kesempatan yang sama sebagia warga negara dalam hal 

mendapatkan pekerjaan yang layak  
Eka - Perhimpunan Mandiri Kusta, Jeneponto
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6.1. Implementasi RAN

Implementasi RAN eliminasi kusta memerlukan upaya advokasi di tingkat pusat dan 

daerah untuk menguatkan regulasi dan meningkatkan anggaran. Berkoordinasi dengan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), RAN ini perlu dimasukkan ke dalam usulan RPJMN 2025-2029 sebagai 

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Sebagai dokumen teknis, maka diperlukan payung regulasi di Kementerian Kesehatan 

untuk memberlakukan RAN eliminasi kusta. Keterlibatan lintas sektor dan multipihak 

dapat diperkuat dengan payung kebijakan lintas sektor di Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk advokasi anggaran, RAN perlu diadopsi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) dan APBN untuk memastikan ketersediaan anggaran mulai tahun 2023. Hal ini 

membutuhkan advokasi oleh Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Dalam Negeri 

serta Bappenas. Di tingkat daerah, RAN perlu diterjemahkan melalui Rencana Aksi Daerah 

untuk kemudian diadopsi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD.

Selain advokasi, implementasi  RAN penting memperhatikan  prinsip-prinsip perlindungan 

hak asasi, gender, keadilan dan prinsip etik. Penanggulangan kusta menjadi bagian dari 

hak asasi manusia. Isu hak asasi, gender dan keadilan tidak hanya relevan dari perspektif 

keterlambatan deteksi kasus tetapi juga berkaitan dengan disabilitas akibat kusta. Oleh 

karena itu implementasi program kusta perlu mengedepankan ukuran yang lebih sensitif 

dan mengutamakan perlindungan kelompok rentan. Keterlibatan perempuan sangat 

penting untuk mengatasi tantangan eliminasi kusta dan untuk memberikan kontribusi 

signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Perhatian khusus harus diberikan kepada anak-

anak dan perempuan dalam rangka mempromosikan deteksi dini secara berkala, skrining, 

dan memfasilitasi diagnosis dan akses ke perawatan dan pengobatan kusta.

STRATEGI

IMPLEMENTASI

BAB 6.
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OYPMK menjadi bagian dari kelompok konsultatif untuk perencanan, implementasi dan 

evaluasi RAN eliminasi kusta. Strategi RAN berfokus pada pembentukan dan penguatan 

kapasitas OYPMK di bidang advokasi dan pengorganisasian dukungan psikososial untuk 

mengurangi tekanan emosional dan ekonomi. Oleh karenanya, proses implementasi RAN 

harus melibatkan komunitas OYMPK, komunitas disabilitas dan jejaringnya. 

6.2 Pemantauan dan Evaluasi

Keberhasilan implementasi RAN eliminasi kusta memerlukan sistem pemantauan 

secara berkala dan dievaluasi secara sistematis. Indikator monitoring dan evaluasi 

ditetapkan mengacu kepada Global Leprozy Control, peraturan menteri kesehatan 

tentang penanggulangan kusta dan kinerja rencana strategi kementerian kesehatan 

tahun 2020-2024. Kerangka kerja monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan strategi nasional eliminasi kusta berdasarkan indikator multisumber yang 

telah disepakati, mengidentifikasi hambatan implementasi di berbagai tingkatan beserta 

alternatif solusinya, serta menindaklanjuti rencana perbaikan yang disusun. 

Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi acuan untuk tindak lanjut pencapaian 

indikator luaran yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahunan 

bagi kegiatan eliminasi kusta di berbagai tingkatan, lintas program dan lintas sektor 

(Tabel 4).

Strategi 1. Menggerakkan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya (Masyarakat)

Stigma dan 

diskriminasi

Tidak ada kebijakan yang memperbolehkan diskriminasi terhadap OYPMK dan keluarganya dan 

orang dengan disabilitas, termasuk di tempat kerja

Adanya norma atau regulasi yang mendorong inklusivitas OYPMK-keluarga di fasilitas kesehatan, 

sekolah atau fasilitas publik lainnya

Penurunan stigma terhadap kusta dan peningkatan partisipasi sosial OYPMK dalam masyarakat

Ketersediaan akses dan dukungan layanan rehabilitasi 

Strategi 2. Meningkatkan kapasitas sistem pelayanan dalam melakukan pencegahan, penemuan dini, diagnosis 

dan penatalaksanaan kusta secara komprehensif dan berkualitas (Akselerasi)

Penemuan dan 

Pencatatan

Penderita kusta terdaftar dan angka penderita kusta terdaftar

Case detection rate

Tabel 4. Indikator Monitoring dan Evaluasi RAN Eliminasi Kusta 2023-2027
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Disabilitas

Proporsi penderita kusta baru dengan disabilitas tingkat 2

Angka disabilitas tingkat 2

Proporsi penderita kusta baru tanpa disabilitas

Jumlah penderita kusta baru pada anak dengan disabilitas tingkat 2

Proporsi penderita kusta yang dievaluasi nilai disabilitas, minimal dilaksanakan pada awal dan akhir 

pengobatan

Proporsi penderita kusta yang bertambah kecacatannya selama pengobatan

Kasus Baru

Proporsi penderita kusta baru pada anak 

Proporsi perempuan di antara penderita kusta baru 

Proporsi penderita kusta MB di antara penderita baru

Proporsi kontak penderita kusta yang diperiksa 

Proporsi penderita impor (foreign born) di antara penderita kusta baru 

Kemoprofilaksis

Proporsi kabupaten/kota yang melaksanakan kemoprofilaksis kusta 

Jumlah kontak yang menerima kemoprofilaksis kusta 

Rerata jumlah kontak yang menerima kemoprofilaksis kusta untuk setiap penderita kusta indeks 

dengan metode kontak 

Proporsi pemberian obat rifampisin pada kemoprofilaksis kusta dengan pendekatan blanket 

Proporsi pemberian obat rifampisin pada kemoprofilaksis dengan pendekatan partisipasi 

masyarakat 

Proporsi kontak yang mendapat kemoprofilaksis kusta menjadi penderita kusta baru 

Tatalaksana dan 

Reaksi Kusta

Angka release from treatment (RFT)  

Proporsi penderita defaulter 

Proporsi penderita kambuh 

Jumlah penderita kusta yang mengalami reaksi berat 

Jumlah penderita kusta yang mengalami reaksi berat berulang 

Jumlah penderita kusta yang mengalami reaksi ENL setelah RFT 

Proporsi penderita kusta baru yang diperiksa fungsi saraf selama pengobatan 

Proporsi penderita kusta baru yang didiagnosis dengan benar 

Proporsi penderita kusta dan OYPMK dengan disabilitas yang mendapatkan bimbingan perawatan 

diri 

Proporsi penderita kusta resisten obat kusta (MDT) di antara penderita kusta relaps 

Rujukan

Proporsi kabupaten/kota yang memiliki rumah sakit rujukan kasus kusta dengan komplikasi 

Proporsi provinsi yang memiliki rumah sakit yang menyediakan layanan rehabilitasi kusta 

Tabel 4. Indikator Monitoring dan Evaluasi RAN Eliminasi Kusta 2023-2027 (lanjutan)
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Dukungan 

Psikologis

Proporsi penderita kusta baru yang memiliki risiko gangguan kesehatan mental 

Proporsi kabupaten/kota yang memiliki rumah sakit rujukan untuk gangguan kesehatan mental 

berat 

Strategi 3. Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan fasilitas kesehatan, 

baik pemerintah maupun swasta (Integrasi)

Proporsi kabupaten/kota yang memiliki kolaborasi program Kusta dengan program prioritas lainnya di bidang kesehatan 

atau bidang lainnya

Jumlah kasus/suspec kusta yang dilaporkan dari fasilitas kesehatan swasta di tingkat layanan primer dan rumah sakit

Strategi 4. Menguatkan komitmen, kebijakan dan manajemen program dalam penanggulangan kusta (Komitmen, 

kebijakan dan manajemen)

Komitmen 

Pemerintah Pusat 

dan Daerah

Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta (pengurangan penularan)

Proporsi kabupaten/kota di daerah endemis atau dengan beban kusta tinggi yang memiliki 

kebijakan atau RAD/Perda untuk eliminasi kusta 

Meningkatnya anggaran untuk kusta di tingkat pusat dan daerah

Ketersediaan Obat Proporsi kabupaten/kota yang mengalami kekosongan obat kusta dalam setahun

SDM

Adanya Surat Keputusan untuk Tim/ Pokja Kusta di tingkat Provinsi, kabupaten/kota dan tingkat 

desa/kelurahan

Adanya strategi untuk menjamin kelangsungan pengembangan kapasitas petugas kesehatan

Pencatatan dan 

Pelaporan

Proporsi kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan kusta berbasis digital

Proporsi kabupaten/kota yang menggunakan sistem digital pelaporan nasional untuk kasus kusta 

secara individual

Kapasitas 

Laboratorium

Proporsi kabupaten/kota yang dapat melaksanakan pemeriksaan skin smear

Jumlah pemeriksaan kasus kusta dengan suspek resistensi obat 

Informasi Tersedianya informasi kusta untuk perencanaan dan kegiatan di tingkat desa/kelurahan/kecamatan

Tabel 4. Indikator Monitoring dan Evaluasi RAN Eliminasi Kusta 2023-2027 (lanjutan)

6.3 Peran Pemangku Kebijakan 

Implementasi RAN membutuhkan peningkatan kolaborasi multipihak, baik di tingkat 

nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, yang dikoordinasikan oleh pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaan RAN, Kementerian Kesehatan 

akan menjalankan fungsi-fungsi strategis dalam format koordinasi teknis dan koordinasi 

advokasi, serta meningkatkan efektivitas peran dan fungsi-fungsi operasional dan 

koordinasi yang sudah ada di antara berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, di pusat 

maupun yang sudah didesentralisasikan ke daerah.
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Unit/Program Peran

Direktorat Pencegahan 

dan Pengendalian 

Penyakit Menular  (Tim 

Kerja NTDs) 

• Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup 

sehat (GERMAS), pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan PTM (peningkatan peran 

Posbindu) untuk penanggulangan kusta  melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat, aksi 

multisektoral, peningkatan penemuan kasus, pengobatan massal, dan peningkatan surveilans.  

• Melakukan pengembangan real time surveilans nasional melalui: survei cepat desa; intensifikasi 

penemuan penderita kusta; pemeriksaan anak sekolah;  pemeriksaan kontak serumah, 

tetangga, dan sosial; serta penguatan sistem jejaring laboratorium nasional termasuk penguatan 

laboratorium kesehatan masyarakat untuk penanggulangan kusta dilaksanakan baik pada daerah 

yang belum mencapai eliminasi kusta maupun daerah yang telah mencapai eliminasi untuk 

mempertahankan status eliminasi kusta.

• Mempengaruhi pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan 

penanggulangan kusta, khususnya penghapusan stigma dan diskriminasi, serta pembiayaan; 

• Membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penemuan dan 

tatalaksana penderita kusta, pelaksanaan kemoprofilaksis, serta kegiatan penelitian dan 

pengembangan

Direktorat Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

• Memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan 

perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk pencegahan dan 

pengendalian kusta.

• Menyusun materi dalam media komunikasi, informasi, dan edukasi program penanggulangan 

kusta dan mendistribusikan ke daerah

• Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda dan gejala dini kusta, serta teknis 

kegiatan penanggulangan kusta

• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanggulangan kusta, stigma, dan disabilitas.

Direktorat 

Pengendalian 

Kesehatan Jiwa dan 

Napza

• Meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa di FKTP dan FKTRL bagi pasien kusta yang 

mengalami depresi akibat stigma dan disabilitas

• Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di sekolah bagi 

pasien anak dengan kusta yang mengalami depresi. 

Direktorat Kesehatan 

Keluarga, Ditjen 

Kesehatan Masyarakat 

• Melakukan upaya persuasi kepada individu, keluarga, dan masyarakat untuk penghapusan 

stigma dan menghilangkan diskriminasi pada penderita kusta dan OYPMK

Dinas Kesehatan  

Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

(Bidang P2 Kusta dan 

Promosi Kesehatan) 

• Melakukan  penanggulangan kusta di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan 

menggencarkan pencegahan dan pengobatan penyakit kusta di seluruh wilayah melalui 

peningkatan peran puskesmas-puskesmas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang kusta, stigma dan disabilitas.  

• Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di fasyankes primer dan rujukan dalam deteksi dini 

dan tatalaksana penderita kusta, serta pelaksanaan Kemoprofilaksis baik di tingkat provinsi 

maupun kabupaten/kota melalui pelatihan dan sosialisasi. 

• Melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk meningkatkan surveilans kusta melalui survei 

cepat desa; intensifikasi penemuan penderita kusta; pemeriksaan anak sekolah;  pemeriksaan 

kontak serumah, tetangga, dan sosial; serta penguatan sistem jejaring laboratorium nasional 

termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat untuk penanggulangan kusta 

dilaksanakan baik pada daerah yang belum mencapai eliminasi kusta maupun daerah yang telah 

mencapai eliminasi untuk mempertahankan status eliminasi kusta.

• Melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan kusta baik di tingkat pelayanan kesehatan 

primer maupun rujukan.

6.3.1 Peran Lintas Program 

Tabel 5. Peran Lintas Program dalam Penanggulangan Kusta di Indonesia
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Unit/Program Peran

Fasilitas kesehatan 

primer (Puskesmas, 

Klinik Swasta dan 

praktek mandiri)

• Melakukan upaya penanggulangan kusta melalui peningkatan fungsi puskesmas, klinik 

swasta, dan DPM dalam pelayanan kesehatan dasar (essential health care), pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan (community involvement and empowerment), dan pelibatan 

multistakeholder dalam rangka aksi bersama, serta memerankan puskesmas sebagai focal point 

koordinator sistem PHC dalam wilayah kerja

• Puskesmas sebagai focal point, melakukan revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM 

lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus kusta dan disabilitas.

Tabel 5. Peran Lintas Program dalam Penanggulangan Kusta di Indonesia (lanjutan)

6.3.2 Peran Lintas Sektor 

Tabel 6. Peran Lintas Sektor dalam Penanggulangan Kusta di Indonesia 

Kementerian/Lembaga Peran 

Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia 

• Merumuskan dan memimpin pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan 

pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber 

daya alam dan teknologi tepat guna untuk pembangunan sarana prasarana desa, 

sehingga dapat meningkatkan upaya eliminasi kusta masyarakat.

• Memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait 

lainnya perihal peluang dan tantangan upaya eliminasi kusta di desa peduli kesehatan

• Memfasilitasi kementerian/lembaga non kementerian, pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam upaya eliminasi 

kusta di Desa Peduli Kesehatan

Kementerian Sosial (PKH) • Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penderita kusta, OYPMK, keluarga 

dan masyarakat. 

• Menetapkan standar rehabilitasi sosial

• Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka upaya pengembangan 

kesejahteraan sosial bagi OYPMK

Kementerian dalam Negeri • Merumuskan kebijakan dan fasilitasi penanggulangan kusta, serta monitoring dan 

evaluasi dalam perencanaan pemanfaatan dan pengendalian kelola ruang kawasan 

pemerintahan daerah yang mendukung upaya kemandirian dalam program eliminasi 

kusta pada setiap perencanaan pembangunan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota

Kemenko-PMK • Melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor

• Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di kementerian/lembaga terkait 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan program kesehatan, 

yang berdampak pada tercapainya target indikator eliminasi kusta. 

Kementerian Agama Merumuskan kebijakan dan strategi dalam kolaborasi dengan kementerian kesehatan 

dalam penanggulangan kusta melalui pelibatan penyuluh agama dan organisasi 

keagamaan dalam kegiatan penanggulangan kusta seperti sosialisasi tentang kusta, dan 

dukungan terhadap pasien kusta dan disabilitas akibat kusta. 
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Kementerian/Lembaga Peran 

Kemendikbud • Melakukan pengembangan kawasan sehat bebas kusta antara lain mulai dari tingkat 

pusat sampai kabupaten/kota sebagai upaya kesehatan sekolah (UKS) 

• Mendorong program UKS untuk skrining dan deteksi dini kasus kusta pada anak sekolah 

mulai dari SD-SMA.

Kementerian PPA Merumuskan kebijakan dan strategi dalam upaya membangun dukungan non teknis 

kesehatan untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi anak, sebagai bagian dari 

pemenuhan hak anak terkait kesehatan.

Kominfo Membantu pengembangan teknologi dan digitalisasi di bidang kesehatan khususnya 

dalam penanggulangan kusta. 

Kemenparekraf Merumuskan kebijakan teknis dan mengintegrasikan program penanggulangan kusta 

seperti promosi kesehatan terkait kusta, sosialisasi tentang kusta, serta peningkatan 

kesehatan mental pada pasien  kusta dan OYPMK ke dalam  program penyelenggaraan 

wisata kesehatan Indonesia 

Bappenas • Turut berkontribusi dalam penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas 

pembangunan kesehatan khususnya dalam penanggulangan kusta

• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran strategi nasional eliminasi kusta. 

• Melakukan pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait 

dengan pencapaian proyek strategis nasional eliminasi kusta. 

• Koordinasi intensif dengan K/L terkait konsultasi publik dan penguatan peran sebagai 

Kementerian Koordinator dalam program penanggulangan kusta. 

• Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, dan akademisi, 

beserta kunjungan lapangan; serta

• Pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi focal point untuk 

koordinasi penangggulangan kusta.

BPJS Kesehatan Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan yang 

memadai untuk upaya pencegahan dan pengobatan kusta di FKTP dan FKRTL seluruh 

Indonesia, dimana sasaran pasien kusta dan OYPMK mendapat prioritas serta perhatian 

penanganan yang optimal dengan standar perlindungan BPJS Kesehatan.

Dinas Sosial Mendukung kebijakan dan program Kementerian Sosial dalam program rehabilitasi 

sosial bagi OYPMK, dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

upaya pengembangan kesejahteraan sosial bagi OYPMK di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota. 

Dinas Tenaga Kerja Merumuskan kebijakan untuk melindungi dan menjamin proses rekrutmen, 

penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan 

pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada OYPMK dan penyandang 

disabilitas kusta

Pemerintahan Desa Mengintegrasikan kegiatan kusta ke dalam Desa Peduli Kesehatan; mengelola temu, 

kenali dan dokumentasi praktik terbaik P2 kusta di Desa; dan melaporkan kegiatan P2 

kusta di Desa Peduli Kesehatan

Universitas, Akademisi, 

Peneliti, dan Lembaga Riset

Merumuskan, mengembangkan, dan memperkaya riset-riset dan pemanfaatan 

teknologi untuk mendukung keberhasilan program eliminasi kusta. 

Tabel 6. Peran Lintas Sektor dalam Penanggulangan Kusta di Indonesia (lanjutan)
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Kementerian/Lembaga Peran 

Asosiasi Dinas Kesehatan 

Seluruh Indonesia (ADINKES) 

• Meningkatkan komunikasi antar anggota, pemerintah, swasta dan masyarakat dalam 

melaksanakan Otonomi Daerah / Desentralisasi tentang penanggulangan kusta. 

• Mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kompetensi anggota dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi di bidang kesehatan khususnya dalam penanggulangan kusta. 

• Menggerakkan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan pada pasien kusta, 

OYPMK, dan disabilitas melalui program penanggulangan kusta

• Mendukung pemerintah dalam pengembangan upaya kesehatan masyarakat, 

perorangan dan pemberdayaan masyarakat seperti penanggulangan kusta

• Mendukung pemerintah dalam pengembangan upaya kesehatan perorangan terutama 

pelayanan primer berupa deteksi dini kasus kusta, penemuan kasus yang intensif, 

surveilans, monitoring dan evaluasi

Lembaga akreditasi fasilitas 

kesehatan Indonesia (LAFKI)

Memberikan penilaian dan jaminan terhadap fasilitas kesehatan di Indonesia dengan 

tujuan peningkatan mutu dan keselamatan pasien kusta dalam program penanggulangan 

kusta  menuju Indonesia Sehat melalui: 

• Membina dan membantu fasilitas kesehatan untuk menerapkan standar mutu 

pelayanan dan fasilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan demi menjaga 

keselamatan pasien kusta. 

• Membantu pemerintah mencapai tujuan kesehatan nasional dalam program-program 

penanggulangan kusta. 

• Memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa lainnya tentang kualitas 

dan kemampuan fasilitas kesehatan khususnya pelayanan primer dan pelayanan 

rujukan pasien kusta yang memadai

Asosiasi profesi (Perdoski, 

Perdosri, Perdossi, IDI, PDUI, 

PERSI, IAI, IBI, PPNI, PDSKJI, 

HIMPSI)

Mendukung proses penguatan dan pengembangan kapasitas SDM tenaga kesehatan 

dan kader kesehatan, baik dari segi kebijakan penatalaksanaan, bimbingan teknis dan 

teknis implementasi, sehingga pemerintah secara berjenjang, dapat menyediakan 

pelayanan kesehatan yang bermutu dalam program eliminasi kusta

Organisasi OYPMK Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

penanggulangan kusta dalam bentuk keikutsertaan sebagai kader; menjadi pengawas 

minum obat; keikutsertaan dalam kegiatan promosi kesehatan dan deteksi dini 

penderita kusta; serta partisipasi dan dukungan lainnya.

KND (Komisi Nasional 

Disabilitas)

Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, 

pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

NGO nasional - lokal • Melakukan koordinasi,integrasi, dan kolaborasi dengan pemerintah dan swasta dalam 

upaya penanggulangan kusta melalui program-program eliminasi kusta seperti deteksi 

dini, penemuan kasus, surveilans, pencegahan, pengobatan kusta, pelatihan, sosialisasi 

penelitian dan pengembangan. 

• Mendorong upaya pengembangan dan pembangunan kehidupan pasien kusta, OYPMK 

dan disabilitas melalui pelatihan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perawatan diri.

PKK tingkat nasional-daerah 

(desa/kelurahan)

Melakukan penyuluhan, menggerakan masyarakat untuk deteksi kusta, melawan stigma 

serta melakukan pendataan sederhana di setiap kelompok Dasa Wisma

Pemerintah Daerah (Provinsi 

dan Kabupaten/Kota)

Provinsi

• Membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kusta di wilayah daerah 

provinsi sesuai kebijakan nasional;

Tabel 6. Peran Lintas Sektor dalam Penanggulangan Kusta di Indonesia (lanjutan)
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Kementerian/Lembaga Peran 

• Melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan 

terkait;

• Melakukan bimbingan teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

penanggulangan kusta kepada kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, 

Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

• Menyediakan sumber daya yang diperlukan;

• Menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi program 

penanggulangan kusta;

• Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat daerah provinsi;

• Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penanggulangan kusta kepada para 

pemangku kepentingan di daerah kabupaten/kota dan lintas sektor terkait;

• Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; dan

• Melakukan penelitian dan pengembangan

Kabupaten

• Membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kusta di wilayah daerah 

kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;

• Meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas, Rumah Sakit, klinik, dan kader;

• Menyediakan sumber daya yang diperlukan;

• Menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi program 

penanggulangan kusta;

• Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penanggulangan kusta kepada para 

pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait; dan

• Melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan 

kusta kepada Puskesmas.

Perangkat kecamatan/desa Memberikan dukungan, koordinasi, integrasi, dan kolaborasi dengan Puskesmas 

dan organisasi masyarakat desa untuk penanggulangan kusta seperti deteksi dini 

penderita kusta, pembentukan kader kesehatan, membentuk kelompok sebaya di desa 

bagi pasien kusta dan OYPMK, pembentukan kelompok perawatan diri di desa, dan 

berpartisipasi dalam sosialisasi penyakit kusta bagi masyarakat desa. 

Organisasi masyarakat di 

desa (dasa wisma, organisasi 

OYPMK, organisasi / orang 

dengan disabilitas) 

Turut berpartisipasi meningkatkan peran masyarakat desa dalam kegiatan 

penanggulangan kusta bekerjasama dengan faskes desa seperti puskesmas dan 

posbindu dalam bentuk keikutsertaan sebagai kader kesehatan; menjadi pengawas 

minum obat; keikutsertaan dalam kegiatan promosi kesehatan dan deteksi dini 

penderita kusta; serta partisipasi dan dukungan bagi pasien kusta dan OYPMK yang 

mengalami disabilitas juga keterlibatan dalam program desa sahabat kusta

Tokoh dan lembaga adat 

di desa

Menjaring aspirasi masyarakat adat dan ikut merumuskan kebijakan P2 kusta di wilayah 

masing-masing

Industri dan Swasta Memberi dukungan bagi pasien kusta, OYPMK dan disabilitas dengan membuka 

lapangan pekerjaan di bidang industri dan swasta, memberikan pelatihan, dan sosiliasi 

kepada sesama staf lain di tempat kerja mengenai kusta dan stigma. 

Media Memberi dukungan terhadap pelaksanaan strategi sosialisasi berskala nasional secara 

berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah dalam upaya percepatan keberhasilan 

advokasi dan edukasi kepada masyarakat untuk keberhasilan eliminasi kusta. 

Tabel 6. Peran Lintas Sektor dalam Penanggulangan Kusta di Indonesia (lanjutan)
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LAMPIRAN

Kusta dapat disembuhkan dengan obat MDT dengan durasi 

sesuai dengan jenis kustanya.

NLR Indonesia
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Sejarah Singkat Kusta di Indonesia

Tonggak sejarah program kusta di Indonesia dimulai pada tahun 1655, ketika Pemerintah 

Hindia Belanda (PHB) mendirikan leprozerie atau leprosarium di Kepulauan Seribu sebagai 

tempat penampungan pasien kusta. Tahun 1865, PHB menerbitkan surat keputusan yang 

menyatakan bahwa pasien kusta tidak dianggap menular, sehingga pasien kusta diberi 

kebebasan untuk tetap tinggal di leprosarium atau meninggalkannya. Tahun 1897, Kongres 

Lepra pertama di Berlin memutuskan untuk kembali memberlakukan pengasingan secara 

paksa di Indonesia. Merespons kondisi tersebut, PHB kembali membangun leprosarium. 

Baru pada tahun 1932, peraturan pengasingan paksa dihapus oleh Dr. J. B Sitanala, yang 

saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberantasan Kusta. Kebijakan tersebut dikenal 

dengan sistem tiga langkah, yaitu eksplorasi (yang menjadi awal dari surveilans kusta), 

pengobatan, dan pemisahan.

Pada periode tahun 1951-1960, dari sekitar 80 ribu penduduk Indonesia menderita kusta, 

hanya lima ribu penderita yang tercatat dan dirawat di rumah sakit. Untuk mengatasi 

leprofobia sekaligus memberantas kusta, pemerintah Indonesia membangun 52 rumah 

sakit dan kampung kusta untuk perawatan. Lembaga kusta Kementerian Kesehatan mulai 

melakukan penelitian, upaya koordinasi, serta mencari cara pemberantasan yang tepat. 

Lembaga kusta meliputi laboratorium, klinik, poliklinik (Leproseri Tangerang dan Lenteng 

Agung), serta pusat epidemiologi di Desa Wates, Bekasi. Selama periode ini, wilayah Jawa 

Tengah merupakan satu satunya provinsi yang telah memiliki Dinas Pemberantasan kusta 

dengan dua dokter yang berkantor di Semarang. Pada tahun 1952-1957, berdiri Lembaga 

Kusta Indonesia yang berfungsi sebagai pusat latihan untuk petugas kusta. 
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Tahun Peristiwa

1655 Pendirian Leprozerie

1865 Kebijakan kusta tidak dianggap menular

1897 Kongres pertama Lepra di Berlin

1932 Kebijakan sistem tiga langkah di Indonesia

1946 Dimulainya penggunaan DDS monoterapi kusta (pengobatan seumur hidup)

1951-1960 Kasus kusta meningkat di Indonesia

1952-1957 Berdirinya Lembaga Kusta Indonesia

1969 Integrasi program Kusta ke Puskesmas

1975 Peresmian Pusat Latihan Kusta Nasional

1982 Inisiasi MDT di Indonesia

1988 Pekan Olahraga Penyandang Kusta

2000
Indonesia mencapai eliminasi kusta di tingkat nasional (dengan kriteria 

prevalensi <1/10.000)

2006 Kebijakan Pembentukan Kelompok Perawatan Diri

2007 Terbentuknya Perhimpunan Mandiri Kusta

2015 Gerakan Penghapusan Stigma Kusta (resolusi Jakarta)

2019
Terbitnya Permenkes no. 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta, dengan 

kemoprofilaksis sebagai salah satu strategi penatalaksanaan kusta

Tabel 7. Sejarah Program Kusta di Indonesia

Pada periode 1961-1970, terdapat beberapa kemajuan dalam program kusta. Daerah 

pemberantasan kusta sudah mencakup 83% dari jumlah kabupaten di Indonesia. 

Kegiatan penemuan kasus baru mencapai 80%, atau sekitar 40.245 pasien. Pada tahun 

1969, program pemberantasan kusta mulai diintegrasikan di Puskesmas, mengikuti 

cara di Eropa. Satu tahun kemudian (1970), PHB menerapkan peraturan serupa pada 

daerah konsolidasinya. Pusat Latihan Kusta Nasional di Kota Ujung Pandang diresmikan 

pada tahun 1975 dan pada tahun 1982, terapi MDT kusta mulai diadopsi di Indonesia, 

menggantikan penggunaan dapsone. Pada tahun 1988, pekan olah raga penyandang 

kusta pertama kali digelar. 
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Setelah tahun 2000, Departemen Kesehatan mengeluarkan dokumen pedoman 

pembentukan kelompok perawatan diri (KPD) sebagai bagian dari program 

penanggulangan kusta (2006). Satu tahun kemudian (2007), OYPMK membentuk lembaga 

Perhimpunan Mandiri Kusta atau dikenal dengan PerMaTa. Resolusi Jakarta dicanangkan 

pada perayaan hari kusta internasional tahun 2015. Resolusi Jakarta memuat tiga 

pendekatan, yaitu: 1) dengan memahami, maka masyarakat berani bergaul dengan 

OYPMK; 2) dengan memahami, keluarga dan tokoh masyarakat dapat peduli untuk 

mengajak penderita kusta ke puskesmas; 3) dengan memahami, maka tenaga kesehatan 

akan melayani semua pasien tanpa diskriminatif. 

Pada tahun 2019, pemerintah pusat menetapkan target eliminasi kusta melalui Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 11/19 tentang Penanggulangan Kusta yang bertujuan untuk 

mencapai eliminasi kusta tingkat provinsi pada tahun 2019 dan tingkat kabupaten/kota 

pada tahun 2024. Indikator pencapaian target eliminasi kusta berupa angka prevalensi 

<1/10.000 (kurang dari satu per sepuluh ribu) penduduk. Strategi eliminasi kusta meliputi 

penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor; penguatan peran serta 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; penyediaan sumber daya yang mencukupi 

dalam penanggulangan kusta; dan penguatan sistem surveilans serta pemantauan dan 

evaluasi kegiatan penanggulangan kusta. 
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Lampiran 2. Analisis Situasi Kusta

Epidemiologi 

Selama beberapa tahun terakhir, angka kasus baru kusta di Indonesia berkisar antara 

16.000-17.000 per tahun tanpa adanya penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, 

jumlah kasus baru yang terlaporkan sampai trimester 3 mencapai 15.298 dengan dominasi 

kasus MB sebesar hampir 90%, proporsi kasus anak 10.23% dan kasus disabilitas tingkat 2 

5.9%. Tingginya proporsi kasus MB, kasus pada anak dan kasus dengan disabilitas tingkat 

2 menunjukkan masih berlangsungnya transmisi yang tinggi oleh karena keterlambatan 

dalam penemuan kasus dan pengobatan kusta di masyarakat (Gunawan et al., 2021). 

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 sangat mempengaruhi pelaksanaan 

program kusta terutama aspek penemuan kasus aktif. Hal ini disebabkan oleh menurunnya 

intensitas kegiatan operasional di lapangan akibat pembatasan mobilitas dan juga 

banyaknya petugas kesehatan yang terkena COVID-19. Selain itu juga terjadi pengalihan 

anggaran dan mobilisasi sumber daya termasuk SDM. Akibatnya, angka deteksi kasus 

kusta menurun drastis pada tahun 2020 sampai 2022. Proporsi kasus anak dan disabilitas 

tingkat 2 mengalami peningkatan di tahun 2021 (Grafik 5).

Grafik 5. Tren Pencapaian Indikator Kusta di Indonesia Tahun  2014-2022
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Selama enam tahun terkahir (2017-2022), 34 provinsi di Indonesia melaporkan kasus kusta 

(Grafik 6). Studi di lima daerah endemik kusta di Indonesia melaporkan bahwa usia rata-

rata penderita kusta di Indonesia adalah 42,5 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, kasus baru 

kusta di Indonesia lebih banyak pada laki-laki yaitu 12.270 kasus dibandingkan dengan 

perempuan 3.028 kasus (Kemenkes, 2022a). Proporsi penderita kusta wanita mencapai 

34,52% dan proporsi disabilitas tingkat 2 pada wanita sebesar 4.10%. Rasio penderita kusta 

laki-laki dibandingkan perempuan umumnya adalah 4 : 1. Hal ini dikarenakan perbedaan 

perilaku sosiokultural dan gaya hidup antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung 

lebih terpapar pada risiko infeksi yang lebih besar karena lebih sering aktivitas di luar 

rumah. Sebagian besar penderita kusta juga memiliki pendidikan rendah, yaitu sebanyak  

48% tidak berpendidikan (Menaldi et al., 2022). Penularan kusta juga sangat dipengaruhi 

oleh kondisi tempat tinggal yang menentukan intensitas kontak dengan individu lain. 

Kontak terdekat dengan kasus indeks khususnya kontak serumah, memiliki risiko paling 

tinggi untuk tertular. Penderita kusta sering ditemukan mengelompok secara spasial di 

suatu wilayah termasuk rumah tangga. 

Kusta sebagai penyakit menular yang menyerang sistem imun juga berisiko menyebabkan 

reaksi. Reaksi kusta merupakan suatu episode akut pada perjalanan penyakit yang 

kronis, yang dibagi dua tipe berdasarkan reaksi imunologiknya, yaitu reaksi tipe 1 atau 

disebut juga reaksi reversal, dan tipe 2 yang disebut sebagai reaksi ENL (Eritema Nodosum 

Leprosum). Reaksi kusta dapat terjadi sebelum, selama dan sesudah pengobatan dan jika 

tidak tertangani dapat meningkatkan risiko terjadinya disabilitas. 

Disabilitas merupakan salah satu komplikasi permanen pada kusta. Penderita kusta 

cenderung memiliki derajat disabilitas fisik progresif dengan probabilitas 35% (Kemenkes 

2018; WHO, 2020b; dos Santos, 2020). Disabilitas akibat kusta menyebabkan keterbatasan 

aktivitas dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Per tahun 2022, proporsi kasus kusta baru 

dengan disabilitas tingkat 2 sebesar 5.89% (Kemenkes, 2022a). Risiko disabilitas ini tidak 

hanya terjadi sebelum atau sesudah pengobatan, namun juga setelah pengobatan. 

Selain adanya risiko kejadian reaksi, sebagian dari penderita kusta juga berisiko untuk  

mengalami alergi dapsone yang merupakan regi. Dapsone hypersensitivity syndrome (DHS) 

adalah reaksi obat idiosinkrasi yang dapat menyebabkan disfungsi organ dan umumnya 

muncul 4 sampai 6 minggu setelah inisiasi terapi. Studi terbaru di Papua menunjukkan 

tingkat kejadian DHS pada pasien kusta sebesar 11%. Namun, keterlibatan petugas kusta 

atau dokter kulit dan pasien yang menjalani perawatan dan pasien yang telah release from 

treatment (RFT) masih terbatas, sehingga meningkatkan kemungkinan komplikasi kusta. 

Kondisi ini semakin memburuk selama pandemi COVID-19  (Krismawati et al., 2022). 



L
a
m
p
ir
a
n

51

RENCANA AKSI NASIONAL ELIMINASI KUSTA 2023-2027

Program Eliminasi Kusta di Indonesia

Pelayanan kusta di Indonesia berpedoman pada Pedoman Penanggulangan Kusta tahun 

2019. Program eliminasi kusta di Indonesia meliputi promosi, surveilans, kemoprofilaksis 

dan tatalaksana. Upaya promosi kesehatan dimaksudkan untuk memberikan informasi 

bagi masyarakat tentang tanda dan gejala dini kusta serta teknis penanggulangan 

kusta; mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat untuk menghapus stigma dan  

menghilangkan diskriminasi penderita kusta dan OYPMK; mempengaruhi pemangku 

kepentingan untuk dukungan kebijakan penanggulangan kusta, khususnya penghapusan 

stigma dan diskriminasi serta pembiayaan dan membantu individu, keluarga dan 

masyarakat agar berperan aktif dalam penemuan dan tatalaksana penderita kusta, 

pelaksanaan kemoprofilaksis dan kegiatan penelitian dan pengembangan. 

Kegiatan surveilans dimaksudkan untuk penemuan penderita kusta dan penanganan 

secara dini dilakukan melalui penemuan penderita kusta secara aktif dan pasif. 

Penemuan kasus kusta secara aktif  dilakukan tenaga kesehatan dan masyarakat melalui: 

1) pemeriksaan kontak pada penderita kusta baru dan pasca RFT dilakukan sekali setahun 

selama 5 tahun pada kontak serumah, tetangga, dan sosial; 2) Rapid Village Survey (RVS) 

atau survei cepat desa intensifikasi penemuan penderita kusta dilakukan di desa yang 

memiliki kasus atau riwayat kasus Kusta untuk mencari suspek minimum 10% dari populasi 

desa tersebut; 3) kegiatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kusta melalui 

Desa Sahabat Kusta, Cinta Keluarga, Kelompok Sobat Kusta yang berbasis masyarakat. 

Sedangkan penemuan penderita kusta secara pasif dilaksanakan dengan cara menerima 

data dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, dan sumber data lainnya. Surveilans 

secara pasif dilakukan berdasarkan kedatangan penderita kusta ke Puskesmas/sarana 

kesehatan lainnya atas kemauan sendiri karena mengenali tanda Kusta atau datang untuk 

konsultasi permasalahan kesehatan lainnya

Kemoprofilaksis dilakukan melalui pemberian obat pencegahan yaitu SDR-PEP kepada 

kontak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota setempat dengan 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sasaran. 

Metode yang digunakan meliputi pendekatan kontak, blanket dan partisipasi masyarakat. 

Adapun kegiatan tatalaksana dilakukan melalui penegakan diagnosis; pemberian obat 

dan pemantauan obat; pencegahan dan penanganan disabilitas di puskesmas dan 

layanan rujukan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 308 Tahun 2019 tentang PNPK Kusta, 

penegakan diagnosis kusta ditetapkan berdasarkan satu dari tiga tanda kardinal kusta 

yaitu: 1) kelainan kulit atau lesi yang khas kusta, dapat berbentuk hipopigmentasi atau 
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eritema yang mati rasa (anestesi) dengan melakukan pemeriksaan gangguan sensibilitas 

pada lesi kulit dengan menggunakan usapan ujung kapas pada lesi; 2) penebalan saraf 

perifer disertai dengan gangguan fungsi saraf akibat peradangan (neuritis) kronis yang 

dapat menimbulkan gangguan antara lain: a) gangguan fungsi sensoris: anestesi; b) 

gangguan fungsi motoris: paresis atau paralisis otot; c) gangguan fungsi otonom: kulit 

kering atau anhidrosis dan terdapat fisura; 3) adanya basil tahan asam (BTA) pada kerokan 

jaringan kulit (slit skin smear).

Pemberian obat pada pasien kusta  dengan Multi Drug Therapy (MDT) yaitu kombinasi 

dua atau lebih obat anti kusta, salah satunya rifampisin sebagai anti kusta yang bersifat 

bakterisidal kuat sedangkan obat anti kusta lain bersifat bakteriostatik. Obat MDT tersedia 

dalam bentuk blister untuk pasien dewasa dan anak berusia 10-14 tahun. Kelompok orang 

yang membutuhkan MDT antara lain: 1) Pasien yang baru didiagnosis kusta dan belum 

pernah mendapat MDT;  2) Pasien ulangan, yaitu pasien yang mengalami hal-hal di bawah 

ini: a) relaps; b) masuk kembali setelah putus obat/default (dapat pada pasien pausibasiler 

( PB) maupun multibasiler (MB); c) pindah berobat (pindah masuk); d) ganti klasifikasi/tipe. 

Pemantauan pengobatan  pada pasien kusta dapat dilakukan dengan pedoman praktis 

untuk dosis MDT sebagai berikut: 

Tabel 8.  Dosis MDT pada pasien kusta tipe PB

Jenis Obat
10-<15 tahun 

(Anak)

≥ 15 tahun 
(Dewasa)

Keterangan

Rifampisin 450 mg/bln 600 mg/bln Minum di depan petugas

Dapson (DDS) 

50 mg/bln 100 mg/bln Minum di depan petugas 

50 mg/hari 100 mg/hari Minum di rumah

* Sesuaikan dosis bagi anak dengan usia yang lebih kecil dari 10 tahun. Misalnya, dapson 25mg/hari dan 

rifampisin 300 mg/bulan (diawasi).

Tabel 9. Dosis MDT pada pasien kusta tipe MB

Jenis Obat
10-<15 tahun 

(Anak)

≥ 15 tahun 
(Dewasa)

Keterangan

Rifampisin 450 mg/bln 600 mg/bln Minum di depan petugas

Dapson (DDS)

50 mg/bln 100 mg/bln Minum di depan petugas

50 mg/hari 100 mg/bln Minum di rumah

Klofazimin

150 mg/bln 300 mg/bln Minum di depan petugas

50 mg setiap 2 hari 50 mg/hari Minum dirumah

* Sesuaikan dosis bagi anak dengan usia yang lebih kecil dari 10 tahun. Misalnya, dapson 25mg/hari dan 

rifampisin 300 mg/bulan (diawasi).
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Setelah pasien menyelesaikan pengobatan MDT, kadangkala dapat terjadi reaksi kusta 

(baik tipe 1 atau tipe 2) dengan atau tanpa neuritis. Pasien dengan kondisi ini  harus diobati 

dengan kortikosteroid oral. Sementara itu kortikosteroid diketahui dapat mempercepat 

multiplikasi organisme yang terletak di fokus dorman dan mungkin menyebabkan 

reaktivasi diseminata atau relaps. Namun, terjadinya risiko relaps pada pasien sangat 

kecil. Oleh karena itu, direkomendasikan pemberian klofazimin 50 mg per hari sebagai 

profilaksis, jika durasi pemberian kortikosteroid diperkirakan melebihi 4 - 44 - minggu. 

Pemberian klofazimin tetap dilanjutkan hingga terapi kortikosteroid dihentikan.

Penanganan dan pencegahan disabilitas pada pasien kusta di puskesmas dan layanan  

rujukan dapat diawali dengan penilaian keterbatasan fungsional dan disabilitas pada pasien 

kusta sesuai tatalaksana kedokteran fisik dan rehabilitasi yang dilakukan melalui asesmen 

oleh dokter SpKFR (Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) secara komprehensif 

dengan menegakkan diagnosis fungsional berdasarkan ICF (International Classification 

of Functioning, Disability and Health). Selain itu diperlukan pemeriksaan penunjang yang 

seperti USG muskuloskeletal, laboratorium, EMG, dan permintaan radiologi. Tujuan 

tatalaksana Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi ialah agar penderita kusta dapat kembali 

ke masyarakat sebagai manusia yang produktif dan berguna, melalui layanan rehabilitasi 

medik berupa terapi fisik, terapi okupasi, pemberian ortosis dan prosthesis, perawatan 

luka, supporting psikologis melalui peresepan latihan yang sesuai. 

Program eliminasi kusta di Indonesia menghadapi permasalahan berikut: penemuan 

kasus yang masih cenderung pasif; cakupan survei kontak dan kemoprofilaksis yang belum 

optimal; ketersediaan SDR-PEP belum memadai; angka putus obat tinggi; keterbatasan 

dosis untuk kusta anak; pemantauan pasca RFT belum berjalan optimal, media informasi 

kusta kurang menarik dan penyebarannya kurang masif. Adapun dari sisi pelayanan, 

terdapat beberapa permasalahan seperti kapasitas tenaga kesehatan untuk diagnosis dan 

penatalaksanaan masih rendah, penanganan reaksi belum optimal; layanan rehabilitasi 

belum merata; rujukan balik dari RS belum berjalan optimal; uji resistensi obat terkendala 

biaya dan masih terbatas. Pelayanan kusta juga masih berfokus pada kasus baru, dan 

perhatian untuk layanan rehabilitasi bagi kasus dengan disabilitas masih rendah. 

Walaupun pelayanan kusta telah diintegrasikan dalam sistem pelayanan kesehatan umum, 

namun adanya stigma pada masyarakat dan tenaga kesehatan masih menghambat 

penyediaan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif terhadap pasien kusta. Selain itu 

kondisi sosial demografi, geografis dan kapasitas pelayanan kesehatan yang tidak merata 

juga masih menjadi masalah di Indonesia. Permasalahan program eliminasi kusta di 

Indonesia masih sangat didasari masalah sistem kesehatan seperti keterlambatan deteksi 
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kasus yang dipersulit keadaan geografis, keterbatasan dana dan logistik, manajemen 

pelayanan, kapasitas dan kesiapan sistem kesehatan akibat kekurangan tenaga kesehatan 

terlatih, ketersediaan pemeriksaan penunjang untuk evaluasi pengobatan tidak memadai, 

dan kurangnya pusat rujukan kusta masih belum teratasi. 

Stigma

Perilaku masyarakat memiliki implikasi pada keberhasilan pengendalian kusta. 

Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang kusta dan stigmatisasi dapat 

menghambat perawatan kusta (Zhang et al, 2009). Hasil analisis situasi menunjukkan 

di masyarakat masih terdapat stigma kusta dan stigma terhadap orang yang pernah 

mengalami kusta atau OYPMK. Sumber stigma berasal dari tenaga kesehatan yang cukup 

tinggi dan stigma diri (self stigma) dari OYPMK itu sendiri. Kondisi ini berdampak pada 

angka putus obat bertambah karena pasien takut berobat, kurangnya keterlibatan dan 

peran serta OYPMK dalam promosi kusta. Tingginya stigma dan diskriminasi terhadap 

kusta dan OYPMK karena rendahnya literasi menyebabkan petugas kusta sering mendapat 

penolakan dari masyarakat. 

Stigma dan diskriminasi dalam waktu lama juga menyebabkan gangguan mental seperti 

depresi dan kecemasan pada OYPMK. Walaupun sudah ada program integrasi skirining 

kesehatan jiwa di fasilitas  yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan oleh pemerintah tetapi upaya ini belum menjangkau OYPMK secara 

terpadu. Padahal stigma dapat merusak kualitas hidup dan partisipasi sosial meningkatkan 

tekanan mental, depresi dan ketakutan. 

Di Indonesia, sekitar 36% mengalami stigma (Van Brakel et al., 2012). Di sisi lain, ketika 

deformitas menyebabkan gangguan fungsional penderita kusta, mengakibatkan 

kesehatan mental menurun bahkan berakibat tindakan percobaan bunuh diri. Lebih lanjut 

kusta juga meningkatkan diskriminasi di masyarakat. Kusta tidak hanya mempengaruhi 

kehidupan penderita, tetapi juga kehidupan kontak langsung mereka, seperti anggota 

keluarga, teman dan orang-orang di komunitas mereka (Somar et al., 2020). 

Stigma terkait kusta juga dapat menjadi faktor yang mempersulit pelacakan kontak dan 

intervensi SDR-PEP. Penolakan untuk ikut serta dalam intervensi SDR-PEP dapat dipicu 

oleh stigma dan kesalahpahaman tentang kusta dan/atau SDR-PEP. Akibatnya karena 

tingginya tingkat stigma terkait kusta, beberapa program hanya mencakup kontak 

serumah. Pasien kusta biasanya lebih bersedia untuk mengungkapkan status penyakitnya 

kepada kontak serumahnya (untuk memfasilitasi skrining dan pengobatan pencegahan) 
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dibandingkan dengan tetangga atau lingkungan sekitarnya. Namun, intervensi pada 

kontak rumah tangga mengurangi dampak SDR-PEP, terutama di daerah endemik tinggi, 

karena mengurangi cakupan dan anggota rumah tangga kurang mendapat manfaat dari 

SDR-PEP. Selain itu, stigma yang dirasakan menyebabkan pasien menolak memberikan 

izin untuk berkomunikasi dengan kontak (Marpaung et al., 2022).

Permasalahan lainnya adalah faktor budaya yang mempengaruhi pola pencarian 

pengobatan untuk gejala kusta. Orang tua cenderung tidak mencari pengobatan kusta 

apabila ada anggota keluarga berjenis kelamin laki-laki terutama anak-anak dibandingkan 

dengan perempuan. 

Kebijakan dan Regulasi

Upaya eliminasi kusta perlu pemahaman menyeluruh tentang struktur dan organisasi 

sistem kesehatan, termasuk tingkat desentralisasi dan integrasi program. Secara khusus 

tentang cara penemuan kasus, skrining kontak rutin, tatalaksana dan promosi kesehatan 

yang secara rutin dilakukan. Informasi ini penting untuk menentukan bagaimana 

pendekatan SDR-PEP akan dikomunikasikan, diatur dan diimplementasikan di berbagai 

tingkat pemerintahan. 

Kebijakan dan regulasi kusta di Indonesia sejalan dengan Global NTD road map 2021-2030 dan 

Global Leprosy Strategy 2021-2030. Di tingkat nasional, selain telah mengimplementasikan 

Permenkes No 11 tahun 2019 tentang penanganan kusta, terdapat juga beberapa regulasi 

lainnya seperti: 

1. Rencana Aksi Program 2020-2024 dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit 

tropis terabaikan melalui pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit 

termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, peningkatan 

kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman 

penyakit, peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan 

tatalaksana penanganan penyakit dan cedera; pengendalian resistensi antimikroba, 

pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi 

total berbasis masyarakat.

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022. Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Pengendalian kusta tidak termasuk 

indikator sasaran strategis Kementerian Kesehatan. Akan tetapi termasuk dalam 

indikator pengendalian penyakit tropis terabaikan. Ketentuan ini merupakan bagian 

dari program pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan indikator proporsi 

kasus kusta baru tanpa cacat. 
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3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor  HK.01.07/MENKES/308/2019 Tentang 

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kusta. Kebijakan tersebut 

mengatur pemberian  rekomendasi bagi rumah sakit/pembuat keputusan klinis untuk 

menyusun protokol setempat atau Panduan Praktik Klinis (PPK) yang mengacu pada 

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Kusta; peningkatkan 

angka notifikasi pasien kusta; pencegahan resistensi obat; dan penurunkan morbiditas 

dan disabilitas/kecacatan akibat kusta.

Di tingkat daerah, beberapa provinsi sudah memiliki kebijakan berupa Rencana Aksi 

Daerah atau RAD. Namun, kebijakan dan regulasi di atas tidak serta merta menyelesaikan 

masalah di lapangan. Kusta masih menjadi masalah di Indonesia dikarenakan tidak 

tersedia dokumen Rencana Aksi Nasional atau RAN yang sistematis dan terukur. Kondisi 

ini menyebabkan prioritas kusta dalam agenda kesehatan menjadi terabaikan yang 

berdampak pada dukungan lintas sektor dan alokasi sumber daya yang terbatas. 

Selain itu, masih terdapat kesulitan mengidentifikasi dan memanfaatkan sinergi antar 

program pengendalian penyakit melalui pendekatan yang lebih holistik, dan berpusat 

pada masyarakat dalam konteks jaminan kesehatan semesta. 

Kepemimpinan dan Tata Kelola

Pelaksanaan upaya pengendalian Kusta di Indonesia melibatkan pemangku kepentingan 

mulai dari pusat sampai ke daerah. Sesuai dengan Permenkes No 11 tahun 2019, 

pemerintah pusat bertanggung jawab atas menetapkan kebijakan penanggulangan 

kusta; menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan; melakukan kerja sama dan 

membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait; melakukan advokasi 

dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor; menyusun materi dalam media 

komunikasi, informasi, dan edukasi program penanggulangan kusta dan mendistribusikan 

ke daerah; meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; melakukan 

pemantauan dan evaluasi; dan melakukan penelitian dan pengembangan.

Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan 

penanggulangan kusta di wilayah daerah provinsi sesuai kebijakan nasional; melakukan 

kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait; 

melakukan bimbingan teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

penanggulangan kusta kepada kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, 

Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; menyediakan sumber daya yang 
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diperlukan; menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan 

edukasi program penanggulangan kusta; meningkatkan koordinasi lintas program dan 

lintas sektor di tingkat daerah provinsi; melaksanakan advokasi dan sosialisasi program 

penanggulangan kusta kepada para pemangku kepentingan di daerah kabupaten/kota 

dan lintas sektor terkait; meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; dan 

melakukan penelitian dan pengembangan. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota 

bertanggung jawab dalam urusan membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan 

kusta di wilayah daerah kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah 

provinsi; meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas, Rumah Sakit, klinik, dan kader; 

menyediakan sumber daya yang diperlukan; menyediakan dan mengembangkan media 

komunikasi, informasi, dan edukasi program penanggulangan kusta; melaksanakan 

advokasi dan sosialisasi program penanggulangan kusta kepada para pemangku 

kepentingan dan lintas sektor terkait; dan melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan 

evaluasi pelaksanaan penanggulangan kusta kepada Puskesmas.

Meskipun demikian, upaya penanggulangan kusta nasional sangat dipengaruhi oleh 

sistem kesehatan yang terdesentralisasi. Kondisi epidemiologi antar daerah yang 

bervariasi menyebabkan pengendalian kusta tidak hanya berfokus pada aspek medis 

tetapi juga kebijakan dan political will pemerintah daerah. Tantangan tersebut tercemin 

dari dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk alokasi sumber daya sehingga 

kegiatan pengendalian dapat berkelanjutan, terutama di daerah endemis. Secara umum, 

meskipun sudah ada kegiatan penjangkauan kasus kusta, tetapi kegiatan tersebut belum 

terintegrasi dengan penyakit lain. Periodisitas dan fokus kegiatan hanya dalam daerah 

endemis dengan intensitas masih bervariasi. Kondisi tersebut dikarenakan ketersediaan 

sumber daya dan sarana yang tidak memadai seperti tidak adanya petugas dan  kondisi 

wilayah setempat yang sulit dijangkau.

Manajemen Program

Kegiatan program eliminasi kusta di Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh  petugas 

kesehatan yang bertanggung jawab untuk program kusta di puskesmas di bawah naungan 

dinas kesehatan kabupaten dan provinsi dengan didukung dengan lembaga swadaya 

masyarakat atau NGO. Peran tenaga medis seperti dokter puskesmas hanya sebatas 

konfirmasi kasus, sementara penanganan kasus lebih lanjut seperti kasus kusta dengan 

komplikasi dilakukan di rumah sakit rujukan kusta atau rumah sakit daerah. Selain itu, 

program kusta di beberapa daerah juga dibantu oleh relawan baik dari NGO, pihak swasta 

seperti kongregasi misi atau keagamaan. Relawan secara aktif terlibat dalam promosi 
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kesehatan, identifikasi kasus, pendampingan psikis bagi penderita dan pemantauan 

kepatuhan pengobatan. 

Minimnya kapasitas manajemen program di daerah menyebabkan kurang optimalnya  

proses pemantauan dan evaluasi secara sistematis. Evaluasi program pengendalian kusta 

dan kinerja Puskesmas masih belum banyak memberikan input untuk proses perbaikan 

mutu program. Kondisi ini ditandai dengan persiapan manajemen yang lemah dan 

kurangnya integrasi layanan yang mempengaruhi kondisi program (Tiwari et al., 2018).

Dari sisi pencatatan dan pelaporan, belum tersedia platform database untuk pengumpulan 

data kasus kusta secara digital dan dapat dimonitoring. Sistem pencatatan dan pelaporan 

kusta di Indonesia masih bersifat semi manual. Meskipun telah ada prosedur validasi 

data secara nasional, namun acapkali data yang dilaporkan masih belum mencerminkan 

beban kusta yang sesungguhnya. Di samping itu, sistem pencatatan dan pelaporan yang 

ada belum mengintegrasikan kasus dari pelayanan kesehatan swasta. 

Selain itu pandemi COVID-19 juga berdampak pada ketidaktuntasan pencapaian indikator 

program. Meskipun panduan baru pelaksanaan layanan kusta di masa pandemi COVID-19 

telah dibagikan melalui platform daring, tetapi  pedoman tersebut  tidak sempat dipelajari 

oleh petugas kusta. 

SDM Kesehatan

Keberhasilan program eliminasi kusta sangat tergantung pada ketersediaan SDM 

kesehatan yang terlatih baik dalam aspek manajemen program maupun pelayanan 

kesehatan. Kemampuan yang harus dimiliki tenaga kesehatan antara lain pelayanan untuk 

reaksi kusta dan komplikasi, pelayanan rujukan, pengobatan, keberlanjutan pengobatan 

kusta, pendidikan kesehatan tentang tindakan perawatan diri, pemantauan kecacatan, 

dan penyediaan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga. 

Namun demikian, permasalahan dalam hal jumlah dan kapasitas SDM kesehatan 

untuk program eliminasi kusta masih dihadapi oleh banyak daerah. Pengetahuan dan 

keterampilan terutama petugas dan tenaga kesehatan untuk tatalaksana dan pencegahan 

kusta tidak memadai. Jumlah SDM terlatih untuk program eliminasi kusta masih sangat 

terbatas, oleh karena masih kurangnya upaya peningkatan kapasitas seperti pelatihan 

terutama petugas kusta masih kurang baik di Puskesmas maupun di Kabupaten. Oleh 

karena turnover atau mutasi petugas tinggi, seringkali petugas yang sudah terlatih 
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dipindahkan ke program lain. Selain itu, di banyak daerah, seringkali pengelola program 

kusta harus membagi waktu dengan program penyakit lain yang masuk prioritas nasional. 

Kurangnya keterlibatan petugas kesehatan lintas program menyebabkan beban kerja 

pengelola program kusta di puskesmas menjadi cukup berat. Meskipun beberapa kegiatan 

dapat melibatkan kader, namun peranan mereka terbatas. 

Di samping itu, penyebaran tenaga medis seperti dokter dan dokter spesialis kulit terutama 

di wilayah endemis belum merata. Cukup banyak dokter yang belum mendapatkan 

pelatihan mengenai kusta sehingga dapat terjadi keterlambatan pengobatan dan 

kesalahan diagnosis kusta, terutama di wilayah non endemis dengan mobilitas penduduk 

yang tinggi.

Tantangan lain adalah pandemi COVID-19. Sebagian besar sumber daya yang tersedia 

telah dialokasikan untuk COVID-19, termasuk petugas kusta. Beberapa Puskesmas 

terpaksa ditutup sementara termasuk layanan kustanya. 

Obat dan Alat Kesehatan

Salah satu permasalahan obat dan alat kesehatan dalam program eliminasi kusta yang 

sering terjadi adalah kekosongan stok MDT di daerah. Di Indonesia, MDT masih merupakan 

obat bantuan dari WHO yang dialokasikan berdasarkan  pada pengajuan kebutuhan 

secara tahunan berdasar permintaan secara, yaitu beban kasus per tahun. Namun karena 

pelaporan kasus seringkali tidak tepat waktu dan membutuhkan waktu untuk validasi, 

maka sering terjadi keterlambatan pengiriman obat dan ketidaksesuaian jumlahnya 

dengan kebutuhan fasilitas kesehatan. Pasokan MDT yang terbatas menyebabkan 

angka drop out atau putus obat yang sangat tinggi yakni mencapai 50% dari seluruh 

kasus yang dilaporkan. Selain keterbatasan MDT, ketersediaan obat rifampisin untuk 

kemoprofilaksis juga terbatas sehingga banyak daerah tertunda atau gagal memulai 

kegiatan kemoprofilaksis. 

Masalah lain dalam kaitan alat dan obat kesehatan adalah resistensi obat. Pada kasus 

yang mengalami relaps, prevalensi resistensi dapson dan rifampisin seringkali lebih tinggi 

dibandingkan dengan kasus baru. Hasil skrining di Maluku Utara dan Sulawesi Utara 

menunjukkan resistensi terhadap dapson terjadi sebanyak 0,8% pada kasus baru dan 10% 

pada kasus relaps, sedangkan resistensi rifampisin terjadi pada 3,3% pada kasus baru dan 

20% pada kasus relaps. 
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Sampai saat ini, surveilans nasional resistensi M. leprae terhadap MDT belum sepenuhnya 

dapat dilaksanakan secara rutin sehingga sulit untuk menyediakan data yang akurat. 

Laboratorium yang dapat memeriksa resistensi masih terbatas, meskipun sudah terdapat 

laporan. Namun,  tidak cukup untuk mengukur masalah dan menyusun program untuk 

mengurangi prevalensi dan penyebaran resistensi terhadap MDT. 

Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan

Tujuan surveilans kusta adalah menyediakan data beban kusta yang berdasarkan 

pengamatan secara teratur dan terus menerus untuk kepentingan pencegahan dan 

penanggulangan. Dari pencatatan dan pelaporan kasus baru kusta secara tepat waktu, 

maka kontak erat dari kasus baru tersebut dapat segera dilacak, dilakukan skrining dan 

diberikan kemoprofilaksis. Namun demikian, surveilans kusta secara berkesinambungan 

seringkali terhambat oleh karena kegiatan penemuan kasus aktif belum intensif; survei 

kontak belum rutin dilakukan dan mobilitas pasien tinggi sehingga sulit dijangkau atau 

dimonitor. Penemuan kasus belum sepenuhnya terintegrasi di program Puskesmas 

sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi dalam pelaksanaan program lainnya. 

Beberapa masalah pencatatan dan pelaporan kusta antara lain sistem pencatatan kasus 

masih manual dan tidak real time; belum terbangun sistem monitoring/surveilans kasus 

resistensi obat kusta; sistem informasi kesehatan lemah; belum tersedia mekanisme 

sistem pelaporan jika pasien berpindah; serta belum adanya sistem pelaporan kusta di 

rumah sakit dan pelayanan kesehatan swasta. Cepatnya rotasi petugas di Puskesmas dan 

Dinkes Kabupaten seringkali membuat data tidak terhubung atau dokumen data tidak 

tersimpan dengan baik. Akibatnya penemuan kasus aktif kurang efektif karena petugas 

tidak memiliki data untuk menunjuk lokasi berisiko. 

Kemitraan

Kemitraan antara pemerintah dengan multipihak dalam program kusta dapat mencakup 

aspek promosi kesehatan, surveilans dan tatalaksana hingga pencegahan dan penanganan 

disabilitas. Masalah kemitraan dalam penanganan kusta meliputi kurangnya keterlibatan 

dari pemangku kepentingan terkait dan peran lintas sektor masih kurang optimal. 

Pelayanan juga masih dominan untuk kuratif belum mengoptimalkan kerjasama lintas 

sektor khususnya yang melibatkan pemerintah desa. Belum terjalin kerja sama dengan 

institusi pendidikan melalui dinas kesehatan setempat, universitas-universitas terkait 

stigma/sosial, ekonomi, pemberdayaan. 
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Disabilitas kusta belum sepenuhnya tertangani secara kolaboratif dengan bidang sosial. 

Saat ini Kemensos memberi dukungan sosial dan masuk dalam ranah disabilitas fisik, 

berupa rehabilitasi sosial dan penguatan sosial ekonomi. Telah ada kerja sama antara 

Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan dalam penjangkauan penderita 

disabilitas dengan pendekatan hak azasi manusia untuk mengurangi diskriminasi, sesuai 

dengan amanat UU No 8 tahun 2017. Orientasi rehabilitas sosial fokus pada upaya inklusif, 

agar tidak ada yang tertinggal dan bersifat holistik. Tiga pendekatan yang dilakukan yaitu 

berbasis keluarga, komunitas dan residensial’ berbasis pada ranah intervensi baik mikro, 

meso dan makro. 

Pembiayaan

Pelaksanaan program eliminasi kusta didanai oleh beberapa sumber pendanaan seperti 

APBN melalui dana dekonsentrasi dan BOK, APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota. 

Selain itu, pendanaan kusta juga berasal dari pihak donor baik lokal, nasional maupun 

internasional. Khusus untuk kegiatan kusta yang melibatkan lintas sektor umumnya 

didukung oleh pendanaan program lintas sektor. Namun di banyak daerah, masih 

ditemukan ketergantungan pada dana APBN oleh karena APBD yang terbatas atau bahkan 

tidak ada untuk program eliminasi kusta. Selain itu, meskipun jaminan kesehatan untuk 

pelayanan kuratif kusta telah tersedia melalui BPJS, namun cakupan jaminan kesehatan 

untuk pelayanan komplikasi akibat kusta, rehabilitasi dan alat bantu masih sangat terbatas.

Riset dan Inovasi

Riset dan inovasi sangat penting dalam upaya eliminasi terutama riset dengan pendekatan 

riset implementasi. Fokus utama riset implementasi dibagi menjadi dua bidang utama, 

yaitu pertama diagnosis dan pengobatan, dan kedua sistem layanan kesehatan. Bidang 

diagnosis dan pengobatan meliputi pengembangan alat diagnostik dan monitoring 

kerusakan syaraf, pengembangan regimen baru dengan durasi yang lebih singkat dan 

kemungkinan reaksi yang kecil untuk penguatan terapi atau pengobatan penderita, 

pengembangan regimen untuk kasus resistensi dan pendekatan dalam perawatan diri, 

serta pengembangan vaksin MIP dan Lep Vax. Riset implementasi yang dibutuhkan dalam 

sistem pelayanan kesehatan antara lain riset terkait penguatan kapasitas SDM Kesehatan, 

upaya pengurangan stigma di masyarakat dan strategi pelibatan OYPMK, surveilans serta 

riset untuk mengukur dampak pandemi terhadap sustainabilitas program kusta. 
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Lampiran 3. Analisis SWOT

Analisis kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan (atau Strength, Weakness, 

Opportunity dan Threat) dilakukan melalui lima Diskusi Kelompok Terarah dan beberapa 

lokakarya di awal penyusunan RAN untuk mendeskripsikan situasi di program kusta saat 

ini. Berikut adalah hasil analisisnya.

Kekuatan

• LSM yang aktif dan khusus bergerak dalam pencegahan dan penanggulangan kusta 

beserta jejaring OYPMK yang berpartisipasi aktif dalam pencegahan kusta dan 

disabilitas cukup tinggi

• Praktik baik dalam program kusta di berbagai wilayah yang dilakukan oleh berbagai 

pihak, yang dapat diperluas ke wilayah lain

• Program nasional yang dilaksanakan oleh Puskesmas hingga tingkat desa, didukung 

oleh lebih dari 10.000 fasilitas pelayanan tingkat pertama (Puskesmas) sebagai garda 

depan Program P2P Kusta dalam sistem kesehatan di Indonesia         

• Kewenangan pemerintah pusat menjadikan kusta prioritas nasional dan regulasi 

khusus Kementerian Kesehatan berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan terkait 

Kusta (Permenkes no. 11 tahun 2019)

• Platform dasar e-learning nasional yang dapat dikembangkan untuk peningkatan 

kapasitas petugas kesehatan

• Transformasi digital satu data kesehatan berbasis data individu yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut digitalisasi sistem pencatatan dan 

pelaporan untuk program kusta yang terintegrasi serta mekanisme validasi data 

nasional secara periodik

• Sistem alokasi pendanaan baik dari pusat, daerah, sampai tingkat pelayanan 

kesehatan Puskesmas dan desa, melalui Dana Transfer Pemerintah (Dana Alokasi 

Khusus Fisik,  Non Fisik - BOK, Dana Desa, dan lain-lain)

• Pembiayaan kesehatan melalui skema perlindungan risiko finansial melalui skema 

JKN-BPJS Kesehatan

Kelemahan

• Media promosi kesehatan tentang kusta untuk masyarakat dan fasilitas kesehatan 

belum memadai dari sisi kuantitas, isi dan jangkauan distribusi

• Perbedaan pemahaman tentang indikator eliminasi kusta yang masih berbasis 

prevalensi dan belum menggunakan definisi kusta yang sekarang dipakai oleh global

• Kegiatan penemuan aktif belum intensif dan belum dilakukan evaluasi berkala  

• Sistem informasi untuk pasokan obat kurang memadai, sehingga MDT dan Rifampicin 
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tidak tersedia pada waktu, jumlah dan tempat yang tepat·         

• Sistem surveilans resistensi obat belum berjalan secara berkala sehingga 

keberhasilan pengobatan belum dapat dievaluasi·         

• Pelaporan kusta di rumah sakit dan pelayanan kesehatan swasta belum tercatat 

dalam sistem data kusta nasional serta belum terbentuknya mekanisme pelaporan 

pasien pindah antar fasilitas kesehatan·         

• Kebijakan nasional (Permenkes) belum diikuti dengan penjabaran dalam kebijakan 

teknis dan payung regulasi di tingkat daerah·         

• Meskipun eliminasi kusta telah menjadi salah satu indikator penanganan penyakit 

tropis terabaikan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, 

namun program kusta bukan merupakan program prioritas sekalipun di daerah 

endemis kusta. Konsekuensinya anggaran P2 kusta di nasional dan daerah belum 

mencukupi bagi terselenggaranya program kusta. Selain belum menjadi prioritas 

anggaran, pendanaan program kusta sangat terbatas dan pembiayaan yang 

diharapkan lintas sektor belum sinergis·         

• Tenaga kesehatan yang kurang kompeten dalam memberikan tatalaksana kusta, 

baik di tingkat layanan primer maupun rujukan

Peluang

• Masyarakat Indonesia adalah salah satu negara terbesar pengguna media sosial di 

dunia·         

• Tersedia berbagai platform dan sarana broadcasting informasi milik pemerintah dan 

swasta yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi mengurangi stigma·         

• Tersedianya berbagai sistem sosial dan budaya masyarakat yang memiliki pengaruh 

besar di masyarakat ·         

• Organisasi OYPMK, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 

tokoh budaya yang dapat dilibatkan dalam pencegahan dan penanggulangan kusta·         

• Organisasi profesi (PERDOSKI, IDI) yang dapat memberikan layanan rujukan bagi 

penderita kusta dan OYPMK di seluruh Indonesia ·         

• Pihak swasta, termasuk penyedia layanan swasta, yang dapat dilibatkan dalam 

program P2P Kusta terutama di wilayah perkotaan·         

• Kewenangan Kementerian dalam negeri dan BAPPENAS/BAPPEDA untuk menetapkan 

daerah untuk menyusun peraturan daerah tentang kusta, melakukan kerja sama 

multipihak pemerintah, swasta, filantropi organisasi profesi atau lembaga pelayanan 

kesehatan, lembaga pendidikan, penelitian serta organisasi masyarakat.·         

• Integrasi program dengan Kementerian Sosial khususnya bagi penyandang 

disabilitas·         



L
a
m
p
ira
n

64

RENCANA AKSI NASIONAL ELIMINASI KUSTA 2023-2027

• Kegiatan kemasyarakatan di lintas sektor yang berbasis desa serta dana desa dari 

Kemendes yang dapat dialokasikan untuk program kusta·         

• Kapasitas industri obat dalam negeri untuk memproduksi MDT dan Single Dose 

Rifampicin untuk memenuhi kebutuhan obat kusta dan kemoprofilaksis

Tantangan

• Kuatnya stigma di masyarakat (baik pada pasien, OYPMK, tenaga kesehatan, maupun 

komunitas) sehingga mengakibatkan penolakan terhadap petugas kesehatan dan 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan suspek kusta·         

• Kendala geografis dan mobilitas yang dialami pasien di beberapa daerah endemis 

kusta·         

• Tingginya prevalensi faktor risiko kusta seperti sanitasi, kemiskinan dan malnutrisi·       

• Kurangnya peran, kontribusi dan kolaborasi multipihak, baik pemerintah maupun 

swasta, untuk program eliminasi Kusta ·         

• Terbatasnya cakupan jaminan kesehatan untuk rehabilitasi dan alat bantu bagi 

pasien kusta dan OYPMK
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Mendapatkan kehidupan yang layak adalah hak setiap orang, termasuk penyandang

disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Namun lingkungan yang

kurang mendukung menyebabkan kami mengalami banyak tantangan dalam

bekerja. Sudah saatnya penyelenggara kerja memiliki kesadaran kritis

serta dukungan dalam menyediakan kesempatan bagi kami.

Khambali - Difabel Slawi Mandiri, Kabupaten Tegal

Sumber foto: Khambali - Difabel Slawi Mandiri, Kabupaten Tegal
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